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ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan
iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan aturan Undang-Undang yang
telah berlaku. Salah satu wajib pajak yang berkontribusi dalam bidang perpajakan adalah
pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Kepatuhan dalam perpajakan merupakan
hal yang sangat perlu diperhatikan baik oleh Direktorat Jendral Pajak maupun pemerintah,
karena menjadi suatu permasalahan ketika wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakannya
seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Rendahnya kepatuhan wajib pajak
dapat disebabkan oleh beberapa faktor antaranya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat
terhadap pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak pada
UMKM kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel
yaitu teknik probability sampling. Kemudian data diolah menggunakan SPSS. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan populasi wajib pajak UMKM dengan mengambil sampel
sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi
pajak berpengaruh positif dan signifikaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota
Semarang.

Kata kunci : Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanki Pajak.



ABSTRACT

Taxes are one of the country's largest sources of income, taxes are contributions
given by the people to the state treasury based on the rules of the law that have been in effect.
One of the taxpayers who contributes to the field of taxation is the perpetrators of Micro,
Small and Medium Enterprises (MSMEs). Compliance in taxation is something that really
needs to be considered by both the Directorate General of Taxes and the government, because
it becomes a problem when taxpayers do not comply with their tax rules such as paying and
reporting their taxes on time. The low compliance of taxpayers can be caused by several
factors including the lack of public knowledge of taxes. This study aims to determine the
factors that can affect taxpayer compliance, namely tax knowledge and tax sanctions on
MSMEs in Semarang.

This study uses a quantitative method with a sampling technique, namely probability
sampling technique. Then the data is processed using SPSS. In this study, researchers used
the MSME taxpayer population by taking a sample of 100 respondents. The results of this
study indicate that knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on
MSME taxpayer compliance in the city of Semarang.

Keywords: Taxpayers, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak
merupakan iuran wajib kepada negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk
keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib oleh rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum.?

Salah satu sumber pendapatan terbesar dana negara yaitu berasal dari pajak.
Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan aturan
undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara
langsung didapat di Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia menyumbang sekitar
70% dari seluruh penerimaan pendapatan negara, sehingga tanpa pajak sebagian besar
kegiatan negara akan sedikit sulit untuk dijalankan dengan baik. Pajak juga
merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi
maupun badan, sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh
pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi

maupun wajib pajak badan.?

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan
ialah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM.
Usaha mikro kecil Atau menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang yang
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian negara.
Hal ini dikarenakan daya serap dari UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar
dan juga dekat dengan rakyat kecil sehingga mendorong upaya peningkatan dan

pengembangan UMKM agar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai

1 UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1
2 Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, “Perpajakan EdisilRevisi Cetakan Kedua” Yogyakarta:UPP
AMP YKPN, 2000 hal. 29

3 QOlivia Afrinadea Chanita, Norman Duma Sitinjak,” Peranan Pengetahuan Dan Kesadaran Pajak Bagi
Kepatuhan Pajak UMKM” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan \VVol.9, No .2, 2021 hal 233-238.

1



cara. Adapun salah satu cara yang dilakukan untuk hal ini yaitu dengan pemberian
kredit modal usaha bagi para pelaku UMKM*,

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan hal yang menjadi perhatian
pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (DJP), karena menjadi suatu
permasalahan ketika wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku
seperti membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Kepatuhan pajak adalah
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan
hak perpajakannya.® Kepatuhan di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah.
Terbukti dari banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan pendapatannya sesuai
keadaan sebenarnya. Peraturan yang ditetapkan pemerintah yang mulai berlaku sejak
2013 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem pembayaran dan tarif
pajak bagi wajib pajak UMKM. Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mempermudah
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan membantu meningkatkan

penerimaan pajak negara.®

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat
penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal UMKM
dengan semua karasteristik. UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) merupakan
salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh sebuah kelompok maupun seorang saja
dengan memiliki sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan agar
dapat mendapatkan Laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang
fleksibel dan dapat dijangkau dengan mudah sehingga tidak memberatkan bagi para
pelakunya. UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) tidak pernah lepas dari
perhatian pemerintah oleh karena itu pertumbuhannya mengalami kenaikan
dikarenakan UMKM dapat bertahan ditengah krisis global.’

Terkait dengan pajak, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak
mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang diberlakukan untuk
memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto

tertentu dalam melakukan pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.

4 Ibid

2018.

5 Ari Pradhana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak” , Universitas Brawijaya, Malang

6 Livia Yolanda, Yuniarwati “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pusat Grosir

Senen Jaya” Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol 1 No 2, 2019.

7 Ibid
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Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan final
yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Pemahaman wajib pajak
pada peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih minim dikarenakan beberapa
wajib pajak hanya mengetahui tarif dari peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2013,
namun sebagian besar para pelaku wajib pajak belum mengetahui dan memahami

peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan didalamnya.®

PP No 46 Tahun 2013 memuat tentang diberlakukannya tarif PPh Final 1% yang
ditunjukkan kepada wajib pajak pribadi dan yang memiliki penghasilan dengan omzet
usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun. Omzet atau pengedaran bruto yang
dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet, maupun counter
atau semacamnya baik pusat maupun cabang.® Faktor lainnya yang dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pemahaman terhadap wajib
pajak. Dewasa ini hal yang menjadi salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah

rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

Di kota Semarang sendiri telah terdaftar sekitar 17.603 unit UMKM di bawah
naungan Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang sekitar tahun 2020.° Dimana
terbagi menjadi 3 bagian yaitu, usaha kecil sekitar 1.097 atau sekitar 6% dari
presentase, usaha mikro sekitar 16.485 atau sekitar 93% dari presentase dan terakhir
usaha menengah sekitar 21 atau dengan presentase 1%. Pertumbuhan UMKM di Jawa
Tengah pada tahun 2019 berdasarkan data BPS berada pada kisaran 4.174.210 unit
UMKM, namun yang baru terdaftar sebagai wajib pajak UMKM hanya berkisar 2,1
juta unit UMKM ,Sedangkan wajib Pajak UMKM di Kota Semarang tumbuh dengan
jumlah 2.129 unit UMKM.!! Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan
wajib pajak UMKM di Jawa Tengah khususya di Kota Semarang masih tergolong

rendah.*?

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak

sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan yang sehubungan dengan

8 Ardiansyah, Febi Putra, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang,”

2020.

9 PP NO 46 Tahun 2013

0https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1 diakses pada tgl 1 Desember 2020 pada pukul
10.00 WIB.

1 Ibid

12 Rachmiyantono WH, “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang ,“ Jurnal llmiah Vol.2
No.2 2021.
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hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki
oleh wajib pajak merupakan hal penting sangat mendasar yang harus diketahui oleh
para pelaku wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang hal itu maka sulit
bagi pelaku wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi
pajak merupakan salah satu sumber dari pengetahuan dari pajak tersebut dimana
sosialisasi pajak atau penyuluhan pajak dalam berbagai cara apapun dan
menggunakan media-media yang diketahui oleh masyarakat dapat berdampak positif
dan dilakukan secara efektif. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu
berdampak terhadap pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpapajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat serta penerimaan negara
juga meningkat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan

negara. 3

Potensi UMKM sebagai salah satu sumber penerimaan pajak sangat
signifikan, datanya menunjukkan kontribusi yang diberikan para pelaku UMKM
terhadapa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% selama 5 tahun

belakangan ini. 14

Tabel 1 Perkembangan penerimaan perpajakan

Perkembangan Penerimaan Perpajakan

2.500 Rp triliun Persen 15

2.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Unaudited Perpres
54/2020

= Penerimaan Pajak Kepabenan dan Cukai e=s==Growth Total Perpajakan
Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat setiap tahun perkembangan penerimaan pajak di

Indonesia semakin meningkat. *°

18 Riza Salman Kautsar dan Tjaraka Heru, “Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Wajib PAJAK,
Jakarta : Indek”, 2019.

14 https://www.kemenperin.go.id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik diakses pada 29 Januari 2016

15 Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih,” Pemahaman Wajib Pajak UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah
Tentang PP No. 23 Tentang Ketentuan Wajib Pajak UMKM,” 2020.
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Adapun hukum membayar pajak dalam Islam, secara garis besar, terdapat dua
pandangan tentang hukum pajak Islam, pandangan pertama yakni menyetujui
kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang
bahwa pemungutan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut
merupakan haram. Menurut penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Penulis
mengambil perspektif ini dengan menganggap bahwa pajak merupakan bentuk ibadah
tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa bersifat wajib karena sebagai bentuk
ketaatan kepada waliyyul amri dimana waliyyul amri tersebut ialah pemerintah.
Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan, maka sah-sah saja
bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa pajak,
maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya akan berdampak

pada masyarakat.*®

Jumhur sepakat bahwa pajak yang dipungut/dipotong oleh pemerintah guna
mendanai dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas dari mulai membangun jalan,
sekolah, rumah sakit, adalah bukan mukus. Karenanya, halal untuk
dipungut/dipotong sebagai pajak oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga.
Bahkan mulai masa kepemerintahan khalifah kedua Islam, Sayyidina ‘Umar bin al-
Khaththab ra., pemerintah negara Islam saat itu memungut ‘kharaj alias pajak 10%

atau cukai sebesar 10% atas suatu komoditas demi kemaslahatan masyarakat.*’

Jumhur ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan,
ulama Madzhab Maliki sepakat dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat
apabila dibutuhkan. Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti lbnu
Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan alkalf
assulthaniyah. Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari
orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Sementara ulama-
ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf
Qardhawi berpendapat, pajak dihalalkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-
Manar V/39 menafsirkan Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat ke-29 yang berbunyi:

16 Miming Lestari, “Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)” Makassar :
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
17 Maltuf Fitri “Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah” Economica vol 6, No 1 2015.
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Terjemahan :

kLol
b

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa : adanya kewajiban bagi orang kaya
untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan
umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar
zakat) untuk kebaikan”. Sebagai salah satu bentuk jihad harta, ditambah tidak ada
praktek dzalim saat pemungutan pajak, sudah selayaknya kita membayar pajak guna
menciptakan pertumbuhan pembangunan dan menjaga stabilitas perekonomian

Negara.'®

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi
negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi pertama, penerimaan hasil-
hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien
untuk mencapai tujuan pajak kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak

secara merata di antara merekayang wajib membayarnya.®

Tabel 2 Jumlah UMKM Di Kota Semarang

NO | Jenis Usaha Jumlah | Presentasi
1 Usaha Kecil 1.097 6%

2 Usaha Mikro 16.485 | 93%

3 Usaha Menengah | 21 1%

Sumber : Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2020



18 Miming Lestari, “Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)” Makassar :
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

19 Mella Fuji Firdayani, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan, sosialisasi pajak, dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak “, 2021.



Tabel 3

Penyebaran UMKM Di Kota Semarang

No Kecamatan Jumlah
1. Genuk 919
2. Gayamsari 1109
3. Banyumanik 998
4. Candisari 698
5. Gunungpati 586
6. Mijen 572
7. Ngaliyan 656
8. Tugu 432
9. Tembalang 1702
10. Gajah Mungkur 618
11. Pedurungan 2818
12. Semarang Barat 1424
13. Semarang Tengah 1312
14, Semarang Timur 1062
15. Semarang Selatan 1013
16. Semarang Utara 1683

Sumber : Website Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2020

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Widagsono (2017)
yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki
oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak,
bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty ilmu yang dimiliki wajib pajak akan
mempengaruhi seberapa jauh wajib pajak mematuhi peraturan namun hasil penelitian

menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak®.

20 Narti Eka Putri, Dessy Agustin, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, 2019.
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Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu
sanksi pajak. Mardiasmo (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sanksi
perpajakan merupakan suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan
dapat dijalani dan di patuhi.?! Sanksi yang dikenakan dapat meningkatkan kesadaran
wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya terhadap kewajiban pajak. Wajib Pajak
UMKM dapat patuh terhadap pembayaran pajak apabila terdapat sanksi pajak yang
tegas. Dengan adanya sanksi pajak maka akan menumbuhkan niat wajib pajak
UMKM dalam memenuhi kewajibannya.?

Sanksi pajak dipandang sebagai alat kontrol untuk mengontrol wajib pajak
tetap mematuhi kewajiban perpajakannya karena dengan kerugian yang akan
diperoleh wajib pajak jika tidak membayar pajaknya, maka secara otomatis akan
membuat seorang wajib pajak harus berpikir jika wajib pajak tersebut ingin menunda-
nunda pembayaran pajaknya. Sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kepatuhan pajak terhadap wajib pajak. Tetapi jika sanksi pajak yang
diberikan tergolong ringan maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban

perpajakannya akan besar.??

Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah sebesar 0,5 % penurunan tarif
ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya
dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif
pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat
mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif
pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak

UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada admisnitrasi pajak.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak UMKM. Penelitian pertama, menurut Andi Afdillah dan Audiah
Umairah (2021) menunjukkan hasil pengetahuan pajak yang masih rendah sehingga
tidak mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian kedua, Riyanto dkk
(2020) menujukkan hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak secara siginifikan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap

2 bid, hal.6

22 Nanik Ermawati, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuahan
Wajib Pajak, ” 2019.
23 Afuan Fajrian Putra “Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem”, 2020.
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kepatuhan wajib pajak. Penelitian ketiga, menurut Andhini Larasati dan Bakti Setyadi
(2020) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan

kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andhini Larasati dan Bakt i Setyadl
(2020) memuat 4 variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pengetahuan wajib
pajak, sanksi pajak, dan moral etika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2020) dari keempat variabel independen yang
digunakan hanya terdapat 2 variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak yaitu sanksi pajak dan moral pajak, kedua variabel lainnya tidak mampu
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari kedua penelitian terlebih dahulu terdapat
dua perbedaan hasil penelitian terhadap variabel pengetahuan pajak dan pada varia bel
sanksi pajak memiliki hasil penelitian yang sama yaitu sama-sama berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan riset gap yang telah di kemukakan diatas yaitu pada penelitian
yang dilakukan oleh Riyanto dkk (2020) dan Andhini Larasati dan Bakti Setyadi
(2018), maka peneliti tertaik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor yang
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan
Andhini Larasati dan Bakti Setyadi (2020) hanya menggunakan 2 variabel
independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Oleh karena itu peneliti
termotivasi sehingga menjadikan judul dari skripsi yaitu “Pengaruh pengetah uan dan

sanksi pajak terhadap tingkat wajib pajak UMKM di kota semarang”.
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1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak oleh
UMKM di kota semarang?
Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota

semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di kota semarang.

Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di kota semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dan

penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

1.

Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk
mengadakan penelitian selanjutnya dibidang pajak UMKM serta penelitian berikutnya
mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan didalam penelitian ini.
Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana menambah ilmu dan
pengamalaman dengan praktek dilapangan.
Bagi Pembaca

Sebagai tambahan referensi. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca
mengenai adanya pengetahuan pajak, dan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan
wajib pajak.
Bagi Universitas

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi

mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti dibidang yang sama

yaitu pajak , khususnya UMKM. Dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi
11



bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN

Walisongo Semarang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini, disajikan kedalam 5 (Lima) bab. Tiap-tiap bab

akan disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antarasatu bab dan bab

yang lainnya, yaitu:

BAB |

BAB 11

BAB Il

BAB IV

BAB V

: Pendahuluan

Memuat hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.
: Tinjauan Pustaka

Memuat hal yang berkaitan dengan kerangka teori yang bersangkutan

dengan penelitian ini dan hipotesis penelitian.
: Metode Penelitian

Memuat hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data,
populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitiian

dan pengukuran, serta teknik analisis data.
: Analisis data dan pembahasan

Memuat hal yang berkaitan dengan penyajian data dan analisis data

serta interpretasi dengan masalah yang ada.
: Kesimpulan dan Saran

Memuat hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian.
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BAB 11
LITERATURE REVIEW

2.1. Landasan Teori
2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu
berperilaku tertentu. Teori atribusi memprediksi apa yang mendorong orang lain
untuk bertindak dengan cara tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan
memberikan atribusi yang disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk
menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik tindakan orang lain.
Attribution theory (teori sifat) memberi tahu orang apakah kata-kata dan tindakan
oranglain memiliki kualitas tersembunyi dalam diri mereka sendiri, atau hanya dapat
direfleksikan dalambentuk reaksi paksaan.

Studi atribusi awalnya dilakukan oleh Haider (1958). Setiap orang pada
dasarnya adalah ilmuwan semu yang berusaha memahami perilaku orang lain
dengan mengumpulkan dan menggabungkan informasi sampai penjelasan yang
masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata
lain, seseorang selalu berusaha mencari tau mengapa seseorang bertindak dengan
cara tertentu.?® Teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan bahwa kepatuhan
wajib pajak erat kaitannya dengan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak itu

sendiri.

Teori atribusi meyakini bahwa kombinasi fakt or internal dan eksternal dapat
menyebabkan suatu peristiwa atau perilaku.!® Dalam teori ini faktor internal begitu
ditekankan pada kepribadian seseorang, karena mempengaruhi perilak u seseorang
yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini, wajib pajak
wajib mengetahui dan memperhitungkan kewajibannya ketika membayar pajak.
Ada campur tangan langsung atau tidak langsung oleh negara, yang diukur dari

faktor eksternal kepatuhan pajak seseorang, dan bahkan negara melakukan

24Rizki Indrawan, Bani Bineka, “Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM” Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol.6 No.3 2018.

% Heidar, F, “The Psychology of Interpersonal Relations”, New Jersey Hillsdale: Lawrence Erlbaum
Associates, 1958
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penegakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajibannya.?®

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaksanakan
kewajibannya terkait dengan persepsi pajak dalam meningkatkan kepatuhan
ternadap pajak sendiri. Persepsi seseorang untuk meningkatkan kepatuhan
mengenai pajak dipengaruhi oleh kondisi internal maupun ekternal dari orang

tersebut. Jadi teori atribusi dangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.?’

Kondisi atribusi internal wajib pajak pada penelitian ini yaitu ketika wajib
pajak memiliki pengetahuan terhadap pajak itu sendiri dan wajib pajak mengerti
adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pembayaran pajak
setiap tahunnya dan dengan adanya pengetahuan pajak akan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak tanpa suatu dorongan, sehingga fakt or internal pada wajib
pajak UMKM adalah pengetahuan pajak. Kondisi atribusi eksternal pada penelitian
ini yaitu ketika wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak yang dikenakan bagi
wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, karena ada hal yang menyebabkan
kerugian bagi wajib pajak yang mendorong wajib pajak tersebut akan mematuhi

kewajibannya, sehingga faktor eksternal pada penelitian ini adalah sanksi pajak.

2.2.Kerangka teori

2.2.1. Pengetahuan pajak

Pengetahuan menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil tahu
dari seseorang setelah ia melakukan penginderaan terhadap suatu objek.
Penginderaan yang dimaksud yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran,
penciuman, rasa dan raba. Dipengaruhi oleh intensutas perhatian dan persepsi
terhadap objek tersebut. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui
pendengaran dan penglihatan. Pengetahuan domain yang sangat penting dalam

membentuk tindak an seseorang.?

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu :

%3ri Rahayu Rahmadhani, Charoline Cheisiviyanny, Erly Mulyani,” Analisis kepatuhan Pajak Pelaku UMKM
Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,” Jurnal Ekonomi Akuntani (JEA) Vol.2 No.1 2020.

2 Banu Witono, “Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak” . Jurnal Akuntansi Dan Keuangan
Vol.7 No.2 2008.
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a. Pendidikan ,tingkat pengetahuan seseorang akan membantu seseorang
tersebut lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi

b. Usia, umur seseorang yang bertambah dapat membuat perubahan pada
aspek fisik psikologis dan kejiwaan. Semakin bertambah umur seseorang
semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya hingga akan
meningkatkan kemmpuan menerima pengetahuan ataupun informasi.

c. Sumber informasi, pengetahuan juga dipengaruhi oleh sumber informasi
atau bacaan yang berguna bagi perluasan pamdangan atau wawasan
sehingga dapat meningkatkan pengetahuan.

d. Media, contoh media yang di desain secara khusus untuk mencapai

. .. . . . 29
masyarakat luas seperti televisi, radio, koran, majalah dan internet.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan
bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

dipergunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.°

Dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A.Andriani, Pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayamya
menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum berhubungan dengan tugas negara Yyang diselenggarakan oleh
pemerintahan.®® Menurut R. Santoso Brotodihardjo, Pajak adalah peralihan
kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan
“surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama

untuk membiayai “public investment”. 3

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar untuk Negara,
karena 80% penerimaan negara asalnya dari pajak. Penerimaan dari negara ini akan
dialokasikan atau digunakan untuk membiayai segala pengeluaran negara yang

salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara Kita.

2 |bid

30 UU RI Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1

31 Waluyo, “Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama”, Jakarta: SalembaEmpat,
2002 hal 41

32 |bid, hal 3
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Adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
didalam Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan dengan peraturan perundang undangan (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraorestasi) yang langsung dapat di

tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Waluyo (2011) pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma
yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontrapersi dan semata- mata
digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran negara. Terakhir definisi pajak
menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014) Pajak merupakan prestasi
kepada pemerintah yang terutang melalui norma norma umum, dan yang dapat
dilaksanakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara

individualisme (untuk membiayai pengeluaran pemerintahan). 3

Pentingnya aspek pengetahuan sangat berpengaruh terhadap sikap wajib
pajak kepada sistem perpajakan yang adil. Kualitas dan kuantitas pengetahuan
yang semakin baik maka akan memberikan sikap yang memenuhi kewajiban
dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang di anggap adil.
Kesadaran terhadap wajib pajak akan mendapatkan peningkatakan bila dalam

masyarakat muncul pemikiran positif terhadap pajak.

Adapun ayat yang berkaitan dengan pajak dengan sebab-sebab dan pengertian
pajak menurut para ahli diatas dimana disebutkan dalam surah Al Bagaroh 195
dan At Taubah 41.:

J
O & wCa) STy
Terjemahan :

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah.
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Al Bagaroh 195)
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33 Ibid
34https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-

pajak
diakses pada 22 September 2018 pukul 10.00 WIB .
35 lbid, hal.10
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Qg &g & d

“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (At Taubah 41) 3¢

Berdasarkan pada ayat dan surah yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan
penafsiran yang berkaitan dengan pajak yaitu dengan menginfakkan harta dijalan
Allah yaitu dengan salah satu caranya dengan membayar pajak kepada negara.
Pajak yang diberikan kepada negara dapat bermanfaat bagi masyarakat contohnya
untuk pembangunan jalan raya, perpustakaan, rumah singgah dan balai latihan
kerja serta menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa untuk masyrakat yang
memerlukan. Lebih tepat jika harta disalurkan untuk berbuat baik bagi kepentingan

orang banyak.

Ilmu atau pengetahuan bersumber dari pendidikan ataupun pengalaman terkait
dengan perpajakan yang dilakukan. Pengetahuan disini dimaksud yaitu pemikiran
yang diketahui oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakuk an kewajiban
perpajakannya secara patuh sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait
perpajakan. Dari penerapan perpajakan yang dilakukan wajib pajak atas
pengetahuannya, memberikan dorongan bagi wajib pajak sendiri untuk melunasi
kewajibannya terhadap negara. Jika disimpulkan bahwa pengetahuan pajak disini
adalah keilmuan, kemampuan ataupun keahlian dari seorang wajib pajak dalam
memahami peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak tersebut mampu untuk

menerapkan peraturan perpajakannya secara utuh.®’

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak
sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di
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bidang perpajakan® Menurut Mulyati dan Ismanto (2021), pengetahuan
perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus

meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan umum perpajakan meliputi fungsi pajak, pengelompokan
pajak, jenis- jenis pajak serta tata cara pemungutan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
Sistem perpajakan di indonesia sendiri terbagi menjadi 3 yaitu, yang
pertama Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang
kedua Self Assessment System adalah pemungutan yang memberi
wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutarg. Yang
ketiga With Holding System vyaitu suatu sistem pemungutan yang
memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak
yang terutang oleh wajib pajak.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi 4 vyaitu, yang
pertama fungsi Anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang
kedua fungsi Mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau
melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga
Stabilitas yaitu pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan
untuk menjalankan kebijakan —kebijakan pemerintah, dan yang
keempat redistribusi pendapatan yaitu penerimaan negara dari pajak

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan

3 Ari Yulianti, Asep Kurniawan, Indah Umiyati “Pengaruh Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan” 2019.
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nasional sehingga dapat membuka kesempatakan kerja dengan tujuan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak
seseorang  karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar
akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya
Hertati (2021). Beberapa hasil penelitian relevan tentang kepatuhan pajak yang
dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah perolehan penelitian dari
Rodriguez (2018) yang menyatakan bahwa factor pengetahuan wajib pajak yang

baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan membayar pajak.*

Menurut penelitian Dyan & Venusita (2013) menyebutkan bahwa
pengetahuan perpajakan juga menimbulkan inisiatif wajib pajak atas pemenuhan
kewajiban pembayaran pajak, wawasan perpajakan para wajib pajak, kesadaran
terhadap aturan aturan perpajakan, persepsi efektivitas pada mekanisme
perpajakan, mutu penyajian pada wajib pajak serta kesediaa n proses pembayaran
pajak. Le et al. (2020) dan Pratama(2017). Memperoleh hasil temuan bahwa
kepatuhan membayar pajak mampu dipengaruhi oleh fakt or pengetahan pajak.
Penelitian saad memperngaruhi bahwa kepatuhan pajak warga negara New Zealand
dipengaruhi oleh pengetahuan pajak mereka. Masyarakat memiliki pengetahuan
pajak yang buruk dikarenakan adanya aturan aturan negara yang rumit yang
akhirnya menyebabkan mereka tidak patuh membayar pajak. Ada gap penelitian
terkait dengan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak

tidak bisa mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. 4

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor ataupun elemen terpenting
dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan
perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara self assesment . hal ini
dikarenakan untuk bisa menjalakan self assesment secara utuh makawajib pajak

dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan

39 https://www.pajakku.com/read/5dae9ch04c6a88754¢088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan di akses pada 28
Desember 2019 pukul 12.00 WIB.

40 https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/628/304/3021 di akses pada 1 Januari 2022 pukul

15.00 WIB.

41 Ibid
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pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan
tentang pajak maka kepatuhan pajak juga akan rendah. 42

Penelitian oleh Areo et al. (2020) menyebutkan tentang pengaruh
pengetahuan perpajakan atas kepatuhan wajib pajak pelakuusaha kecil dan
menengah yang menghasilkan data bahwa kepatuhan proses pembayaran pajak
tidak mampu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak. Para pelaku
usaha hanya mengalami kesulitan untuk memahami hukum pajak, tetapi mereka
juga menunjukkan pengetahuan yang buruk tentang tarif pajak dan konsep dasar
perpajakan.*®

2.2.2. Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar
suatu aturan. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan agar aturan
tentang perpajakan yang belaku tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dalam artian
sanksi pajak, merupakan alat pencegah wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan
dan peraturan pajak yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak akan berdampak
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga menimbulkan efek jera
bagi wajib pajak yang telah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan
perpajakannya. 44

Sanksi perpajakan dikenakan karena telah melanggar peraturan perundang-
undangan perpajakan. Sehingga apabila telah terjadi pelanggaran maka wajib pajak
dihukum berdasarkan undang- undang perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu
kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat diguunakan dengan 2 (dua) tujuan vyaitu,
yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua untuk menghukum. Dimana
yang dimaksud dengan mendidik adalah agar mereka yang dikenak an sanksi akan
menjadi lebih baik dan mengetahui hak dan kewajibannya dan menghindari
kesahalan yang sama lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan menghukum
merupakan untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum menjadi jera dan

berhenti untuk melakukan kesalahan. 45

“2 Ibid
“ Ibid
4 Mardiasmo “Perpajakan” 2006
* Ibid
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Mengenai sanksi pajak Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ashr ayat 3:

"

I Gpalg: pa iy ) T BT 9 sﬁ:;;::- ) \9-11??-&?& 9 -:fj::-ga\ ogf} 3::1; 3\ J J
e g oo e @ J g
<k
Terjemahan:
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta

saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”.

Berdasarkan pada ayat diatas sudah diterangkan bahwa manusia dianjurkan
untuk saling menasehati. Didalam perpajakan berkaitan dengan penyampaian surat
teguran kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi
diperlukan agar sebuah peraturan atau undang- undang tidak dilanggar. Semakin
berat atau semakin tinggi sebuah sanksi maka akan semakin merugikan pihak wajib
pajak sehingga memberikan rasa jera dan kemauan untuk melaksanakan
kewajibannya. *°

Dalam undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 23A tentang ketentuan umum

perpajakan dikenal 2 (dua) jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi
pidana. Adapun ancaman terhadap pelanggaran suatu aturan perpajakan ada yang
diancam dengan sanksi administrasi saja dan ada juga yang di ancam dengan kedua
sanksi tersebut. Berikut penjelasan dari kedua sanksi yang di sebutkan dalam UU
No 28 Tahun 2007 pasal 23A :

a. Sanksi administrasi, yaitu pembayaran kerugian kepada negara. Jenis
pelanggarannya dikenakan bunga sebesar 2% ditiap bulan sejak
dikenankan sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi berupa bunga,
denda, tambahan pokok pajak, dan kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus.
Sanksi administrai umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban seperti tidak menyampaikan SPT,
atau menyampaikan SPT tetapi tidak dengan benar dan tidak jujur serta
tidak lengkap.

b. Sanksi pidana, terdapat 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana yang
berupa denda administrasi, pidana kurungan dan pidana penjara yang
merupakan bentuk hukuman perampasan kemerdekaan. Sanksi pidana
umumnya berkaitan dengan perbuatan —perbuatan yang bisa dikategorikan

kejahatan seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh
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NPWP, memperlihatkan bukti pembukuan, pencatatan ataupun dokumen

lain yang palsu ataupun dipalsukan seolah-olah benar dan disengaja.47

Sanksi pidana yang diatur dala m pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 yaitu penjara paling singkat6 (enam) bulan dan

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4

(empat) Kkali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. 48

2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah didefinisikan
kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. (2018).
Kepatuhan terhadap perpajakan diartikan dengan sikap ketaatan, tunduk, dan
patuhan dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajak annya. Wajib pajak yang
taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
sesuai ketenturan peraturan perundang-undangan Negara dapat dikatakan wajib
pajak yang patuh (Devano dan Rahayu, 2006).#° Yang dimana suatu iklim dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan yang tergambarkan pada situasi dimana wajib
pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang perpajakan Kemudian disaat pengisian formulir SPT pajak dengan
lengkap dan jelas, serta menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang
sesuai dan tepat pada tenggatnya dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak
(Nowak,2007).°

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah
tingkat dimana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan
tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjad i
yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya,
sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban
perpajakannya di Indonesia masih rendah. Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa Kkriteria wajib pajak yang patuh adalah

sebagai berikut :

47 Undang-undang No 28 Tahun 2009
48 https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel hukum/detail/tolak-bayar-pajak-pidana-bertindak

49 Mardiasmo “Perpajakan” 2006
50 Bimbim Maghriby, Dani Ramdani, Pengaruh Dari Kesadaran Diri Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM, (Bandung: STIE Ekuitas Bandung Vol 14, No 1, 2020).
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a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu
tahun

b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam
bidang pajak selama 10- 15 tahun

d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai
dan telah dilakukan pemeriksaa n. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir
untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%

e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian
tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.>

Perpajakan saat ini menjadikan wajib pajak ikut serta akt if untuk
menyelenggarakan kewajiban pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
yang disebut juga denga self assessment system yang dimana tingkat kepatuhannya
ternadap pajak dan menjadikan penerimaan pajak yang optimal. Self assessment
system merupakan pemenuhan pajak secara sukarela secara mandiri menetapk an dan
bertanggung jawab atas pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya dengan
akurat dan tepat waktu (rahayu,2010). 52

Dalam kepatuhan pajak ini Allah berfirman dalam surah An- Nur ayat54 :

&:}e? C gLA ai < d& wdj o wcw ) 3{?1::&5?:: L K] o f d}é
Gy & g o8 g S ) | g4
a RSN SR ¥
o

Terjemahan :

Katakanlah, “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu
berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul (Muhammad) itu hanyalah apa yang
dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan
kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban
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Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas.”.>

51 lbid

52 L uh Putu Gita Cahyani, Naniek Noviari, Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, (Bali: Universitas Udayana Bali VVol.26.3 Maret 2019.

53.Q.S An-Nur 54
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Pada penjelasan ayat diatas dapat jelaskan bahwa jika kamu berpaling maka
kamu akan tersesat dan merugi, karena sesungguhnya kewajibannya itulah yang
dibebankan kepadanya dan kewajibanmu akan dibebankan kepadamu. Dalam
kepatuhan ini dimaksud bahwa hak dan kewajiban terhadap pajak adalah kewajiban
yang ditanggung oleh pihak wajib pajak sendiri, dengan penuh kesadaran untuk
melaksanakan kewajibannya terhadap beban yang ditanggung.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk melakukan
kewajibannya tanpa pakasaan kondisinya dimana wajib pajak mengetahui
memahami dan mengerti dalam menghitung, membayar dan melapor pajak dalam
bentuk menerapkan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi tingkat
kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka semakin tinggi tingkat
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak yaitu merupakan suatu kondisi yang mana seorang wajib
pajak mempunyai kesadaran , pemahaman dan pengetahuan serta kemauan untuk
taat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi
dua kelompok yaitu, kepatuhan secara penuh dengan kesadaran yang tinggi tanpa
adanya paksaan dari manapun. Yang kedua yaitu, kepatuhan yang masih
mempertimbangkan factor lain, dimana contohnya adanya sanksi yang

mengharuskan wajib pajak untuk taat terhadap peraturan tersebut.

Kepatuhan pajak juga di kategorikan menjadi dua yaitu, kepatuhan
Administratif yang dimana berkaitan dengan kepatuhan pada saat melakukan
pelaporan dan procedural. Dan yang kedua yaitu, kepatuhan teknis dimana berkaitan
dengan kepatuhan dalam menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan oleh
pihak wajib pajak. Indikator untuk mengetahui kepatuhan pajak adalah dengan
kepatuhan dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak , kepatuhan untuk
melakukan penyetoran pajak, kepatuhan untuk melakukan pelaporanpajak,
kepatuhan melakukan penghitung secara benar dan lengkap secara mandiri, dan
kepatuhan terhadap melakukan tindak lanjut atas tunggakan pajak yang belum

diselesaikan.®*

54 Jeni Susyanti, Siti Aminah Anwar, “Efek Sikap Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak”, 2020.
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Yenni dan Sadjiarto, (2013) mengelompokkan kepatuhan pajak menjadi

2 yaitu:

a.

Kepatuhan material, merupakan kepatuhan yang dilakukan oleh

pihak wajib pajak secara hakikat untuk mematuhi semua ketentuan

perpajakan, misalnya seperti memberikan semua informasi tentang

perpajakan sesuai dengan kondisi atau keadaa n yang sebenarnya
apabila informasi tersebut sesuai dengan kondisi atau keadaan yang

sebenarnya.

Kepatuhan formal, merupakan kepatuhan yang dilakukan oleh wajib

yang
ditetapkan,misalnya wajib pajak yang sudah bekerja ataupun

pajak secara formal berdasarkan peraturan sudah

memiliki usaha harus memiliki NPWP, selalu membayar utang pajak

dan pelaporan SPT yang dilakukan setiap tahunnya. >

2.3.Penelitian Terdahulu

Tabel 4

Penelitian Terdahulu

eliysabet, Safri
Nurmantu,

Resista

wajib pajak terhadap
pemenuhan kewajiban
perpajakan UMKM

No | Penulis Judul Variabel Hasil
Penelitian
1. | RizkiIndrawan, | Pemahaman pajak dan | X1 : Pengetahuan | Pengetahuan pajak pada
Bani Binekas pengetahuan pajak Pajak X2: wajib pajak UMKM
(2018) terhadap kepatuhan Pemahaman wajib | dikota Cimahi termasuk
wajib pajak UMKM. | pajak kategori baik terhadap
Y: Kepatuhan kepatuhan wajib pajak.
wajib pajak Pemahaman wajib pajak
UMKM UMKM dikota cimahin
secara keseluruhan
memiliki kategori baik.
2. | Wahyu sinta Analisis pengetahuan Pengetahuan pajak

memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak

55 Priambo, Putut, ¢

‘Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran wajib pajak « 2017
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Vikaliana

terhadap hak dan

(2012) kewajiban perpajakannya.

A’im Umatul Analisis pemahaman | X1: Pemahaman Untuk pemahaman wajib

Ma’rifah dan pemberlakuan pajak pajak berpengaruh

(2017) pajak UMKM X2: Pemberlakuan | terhadap kepatuhan wajib
terhadap tingkat pajak UMKM pajak. Untuk kepatuhan

kepatuhan wajib pajak
UMKM

Y: Kepatuhan
wajib pajak

wajib pajak lebih
dominan setuju yang
berarti kepatuhan wajib
pajak melaksanakan hak

perpajakannya.

Jeni Susiyanti,
Siti Aminah
Anwar

(2020)

Efek sikap wajib
pajak,kesadaran
pajak, pengetahuan
perpajakan terhadap
kepatuhan pajak

dimasa Covid-19

X1: Kesadaran
Pajak
X2:Pengetahuan
pajak

Y: Kepatuhan
wajib pajak

Kesadaran wajib pajak di
masa covid-19
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib
pajak. Pengetahuan
perpajakan dapat
meningkatkan kemauan
wajib pajak untuk

membayar pajak.

Teguh Setiawan
(2019)

Analisis persepsi
wajib pajak pelaku
UMKM terhadap
penerapan peraturan
pemerintah Nomor 23
tahun 2018

Persepsi wajib pajak
pelaku UMKM terhadap
PP 23 Tahun 2018
ditinjau dari tarif, sanksi,
kemudahan, dan
sosialisasi pajak secara
keseluruhan sudah cukup
baik. Serta telah
memberikan pemahaman
dan menawarkan
kemudahan dalam

pembayaran pajak pelaku
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UMKM.

Riyanto Pengaruh X1: Pengetahuan | Pengetahuan perpajakan
Waujarso, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap
Sprudin,Rina perpajakan dan sanksi | X2: sanksi pajak | kepatuhan wajib pajak
Dameria pajak terhadap Y: Kepatuhan pelaku usaha mikro kecil
Nap itupulu kepatuhan wajib pajak | wajib pajak dan menengah yang ada
(2020) UMKM Di Jakarta UMKM Di di Jakarta secara
Jakarta signifikan. Sanksi pajak
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak
pelaku UMKM yang ada
di Jakarta secara
signifikan.
Olivia Peranan pengetahuan | X1: Pengetahuan | Pengetahuan pajak yang
Afrinadea pajak dan kesadaran Pajak semakin baik
Chanita, pajak bagi kepatuhan | X2: Kesadaran menyebabkan kepatuhan
Norman Duma | pajak pelaku usaha E- | wajib pajak pajak meningkat.

Sitinjak Commerce dan Y: Kepatuhan Kesadaran pajak yang
(2017) UMKM wajib pajak semakin baik membuat
pelaku usaha E- pelaku usaha E-
Commerce dan Commerce paham dan
UMKM meningkatkan
kepatuhannya terhadap
pajak.
Ni Kadek Dwi | Pengaruh persepsi X1: pengetahuan Pengetahuan perpajakan
Angesti, Made | wajib pajak UMKM perpajakan juga berpengaruh positif
Arie Wahyuni, | atas pemberlakuan PP | X2: Persepsi dan signifikan terhadap
I Nyoman Putra | No.23 Tahun 2018 wajib pajak kepatuhan wajib pajak.
yasa dan pengetahuan UMKM PP NO Persepsi wajib pajak
(2020) perpajakan terhadap 23 tahun 2018 UMKM berpengaruh

kepatuhan wajib pajak

Y: Kepatuhan
wajib pajak

positif dan signifikan

terhadap kepatuhan
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perpajakan.

9. | Andi Afdillah, | Analisis pengetahuan | X1: Pengetahuan | Pengetahuan responden
Audiah wajib pajak UMKM wajib pajak atau wajib pajak yang
Umairah terhadap kewajiban UMKM masih tergolong rendah
(2021) perpajakan tentang X2: Tarif pajak dengan adanya PP NO.46

tarif UMKM UMKM Tahun 2013 . Dengan
Y: Kepatuhan kurangnya pengetahuan
Wajib Pajak mengenai perpajakan dan
tarif pajak maka akan
mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak tersebut.

10. | Shafira Sri Pemahaman wajib Pemahaman wajib pajak
Ningsih, pajakpelaku UMKM pelaku UMKM tentang
Fitriani Saragih | mengenai PP No. 23 ketentuan dan tata cara
(2020) Tahun 2018 tentang perpajakan khusunya PP

ketentuan pajak NO.23 Tahun 2018 pada

UMKM pelaku UMKM di
kecamatan Medan barat
masih tergolong rendah.
karena masih rendahnya
pemahaman pelaku wajib
pajak mengenai PP no 23
Tahun 2018 maka akan
mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak.

11. | Sri Rahayu Analisis kepatuhan Pemahaman wajib pajak
Rahmadhani, pajak pelaku UMKM pelaku UMKM yang
Charoline pasca penerbitan PP belum memiliki NPWP
Cheisviyanny, | No.23 Tahun 2018 mengenai PP No.23 tahun
Erly mulyani 2018 dapat dikatakan
(2020) masih sangat kurang,

karena masih kurangnya
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pemahaman terhadap
peraturan tersebut maka
tingkat kepatuhan wajib
pajak juga tergolong

masih kurang.

12. | Andhini Pengaruh X1: Pengetahuan | Pengetahuan pajak tidak
Larasati pemeriksaan, Pajak berpengaruh terhadap
Lesmana, Bakti | pengetahuan wajib X2: Sanksi dan kepatuhan wajib pajak.
Setyadi pajak, sanksi dan moral wajib pajak | Sanksi pajak berpengaruh
(2018) moral terhadap Y: Kepatuhan terhadap kepatuhan pajak

kepatuhan wajib pajak | Wajib pajak pelaku UMKM. Dengan

pelaku UMKM pelaku umkm adanya sanksi pajak
mampu mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak
pelaku UMKM.

13. | Anindita Rizki | Pengaruh X1: Pengetahuan | Pengetahuan mengenai
Hapsari, Rizka | penngetahuan pajak, | Pajak perpajakan memberikan
Ramayanti ketegasan sanksi X2: sanksi pajak pengaruh yang positif dan
(2021) pajak, dan kesadaran X3: kesadaran signifikan terhadap

wajib pajak terhadap
kepatuhan wajib pajak

Pelaku UMKM

wajib pajak
Y: Kepatuhan
Wajib pajak

pelaku umkm

kepatuhan wajib pajak
pelaku UMKM.
Ketegasan sanksi pajak
memberikan dampak
yang positif terhadap
wajib pajak pelaku
UMKM. X3: Kesadaran
wayjib pajak tidak
memberikan dampak
secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan, sanksi dan
kesadaran pajak

berpengaruh positif
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terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak
UMKM.

14. | Nila Kris Pengaruh X1: Pengetahuan | Pengetahuan pajak dan
Setiani, M pengetahuan perpajakan tingkat kesadaran wajib
Agus sudrajat, | perpajakan, kesadaran | X2: Kesadaran pajak dalam pengaruhnya
Maya wajib pajak terhadap | wajib pajak akan keberadaan
Novitasari kepatuhan wajib pajak | Y: Kepatuhan kepatuhan wajib pajak
(2019) pelaku UMKM di Wajib pajak yaitu sangat memberikan

kabupaten Magetan umkm pengaruh. Pengetahuan
dnegan sanksi pajak dan kesadaran terhadap
sebagai variable pajak mempengaruhi
pemoderasi kualitas peningkatan
kepatuhan wajib pajak.

15. | Sri Setia Pengaruh sikap dan X1: Sikap dan Sikap wajib pajak yang
Ningsih, Lestari | kesadaran wajib pajak | kesadaran wajib secara signifikan akan
Adhi terhadap kepatuhan pajak terhadap memiliki dampak positif
Widyaowati, wajib pajak dalam wajib pajak PT terhadap kepatuhan pajak,
Mardiana pemanfaatan intensif | PNM tangerang variable pengetahuan
(2017) pajak UMKM dengan | Pemanfaatan akan perpajakan

pengetahuan pajak intensif pajak memperkuat
sebagai Variabel UMKM mempengaruhi reaksi dan
moderasi di PT PNM | X2: pengetahuan | perilaku wajib pajak.
Kota Tangerang pajak sebagai Kedua variabel
Variabel moderasi | berpengaruh terhadap
Y: Kepatuhan peningkatan kepatuhan
wajib pajak. wajib pajak.

16. | Afeni Maxuel , | Pengaruh sosialisasi X1:Sosialisasi Sosialisasi perrpajakan
Anita perpajakan dan sanksi | X2: Sanksi membawa dampak yang
Primastiwi perpajakan terhadap perpajakan positif terhadap
(2019) kepatuhan wajib pajak | Y: kepatuhan kepatuhan wajib pajak

pelaku UMKM E-

Commerce

wajib pajak
UMKM E-

UMKM E-Commerce.

sanksi perpajakan
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Commerce

membawa dampak yang
positif terhadap wajib
pajak pelaku UMKM E-
Commerce.

Sosialisasi pajak dan
sanski pajak
mempengaruhi tingkap

kepatuhan wajib pajak.

18. | Bimbim Pengaruh dari X1:Kesadaran Kesadaran wajib pajak
Maghriby, Dani | kesadaran diri wajib pajak X2: dan pengetahuan
Ramdani pajak dan Pengetahuan perpajakan memiliki
(2020) pengetahuan perpajakan. dampak yang positif dan

perpajakan terhadap Y: Kepatuhan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak | wajib pajak kepatuhan wajib pajak,

pada entitas UMKM kedua variabel tersebut
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

19. | Dio Chandra Pengaruh X1: Pengetahuan | Tidak terdapat cukup

pengetahuan Pajak X2: bukti bahwa pengetahuan
perpajakan, pemahaman pajak | perpajakan berpengaruh
pemahaman wajib X3: kesadaran positif terhadap
pajak, kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib pajak.
wajib pajak dan Y: kepatuhan Tidak terdapat cukup
pelayanan fiskusi wajib pajak bukti bahwa pemahaman
terhdap kepatuhan pelaku UMKM di | ,kesadaran memberikan
wajib pajak pelaku kelapa gading dampak positif terhadap
UMKM di kelapa wajib pajak, dan
gading pelayanan fiskus menjadi
bukti cukup yang
berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.
20. | Susmiatun, Peranan pengetahuan | X1: pengetahuan | Pengetahuan yang baik

Kusmuriyanto

dan kesadaran wajb

wajib pajak dan

membuat pelaku usaha E-
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(2015). pajak bagi kepatuhan | X2: kesadaran Commerce menjadi

pajak pelaku Usaha E- | wajib pajak paham kewajibannya

Commerce Y; kepatuhan yang harus dilaksanakan
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pelaku usaha E- pajak. Kesadaran pajak
Commerce yang semakin baik

mendorong peningkatan
kepatuhan wajib pajak.
Pengetahuan dan
kesadaran pajak
beroengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan yang berada pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu,
penelitian ini memiliki 2 (dua) independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak
dan memiliki 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Kedua
variabel independen pada penelitian ini telah disimpulkan dari hasil riset gap yang
telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Dimana pada peneliti sebelumnya
yaitu penelitian pertama dan ketiga menyimpulkan variabel pengetahuan pajak tidak
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan pada peneliti kedua dan
ketiga menyimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu peneliti menyimpulkan untuk menggunkan

kedua variabel tersebut sebagai variabel penelitian.

2.4.Kerangka Pemikiran
Model penelitiannya adalah bagaimana pengetahuan pajak, dan sanksi pajak
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota semarang. Maka dapat
disajikan model penelitian yang menggambarkan hubungan variabel independen

terhadap variabel dependen. Berikut bentuk penyajian:
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Pengetahuan Pajak (X1)

Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM (Y)

Sanksi Pajak (X2)

Pada kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa kedua variabel
independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara bersama mempengaruhi
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

2.5.Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai masalah
yang dianggap benar, kenapa masih dianggap sementara benar karena masih perlu
dibuktikan kebenarannya dan dianggap paling benar karena sudah berdasarkan
pikirna yang logis dan pengetahuan yang menunjangnya. Dalam pengujian hipotesis
akan membawa pada kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis.>®

2.5.1. Pengaruh dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Adanya pengetahuan pajak, wajib pajak yang akan menyebabkan wajib pajak
paham akan ada sanksi ketika tidak melakukan kewajiban dan kepatuhan wajib
pajak tersebut. Sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya dengan
kepatuhan dan kesadaran diri karena telah memahami pengetahuan wajib pajak,
terlebih ketika di terapkannya sanksi wajib kepatuhan wajib pajak, dan setalah
adanya kenaikan ataupun bunga. Dengan pemahaman dan pengetahuan tentang
wajib pajak ini akan memudahkan dan memberikan kesadaran tentang kepatuhan

pajak sehingga tidak lewat masa tenggat yang dapat memberikan sanksi. >’

Tanpa memiliki pengetahuan tentang pajak maka prinsip self assessment
system tidak bisa berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan

tergolong rendah dan tidak maksimal. Pengetahuan dan pemahaman tentang

56 Badri Sutrismi, “Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif, diakses pada 6 Januari 2012 pukul 15.00 WIB.
S"Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, 2017.
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perpajakan diidentifikasi menjadi beberapa yaitu pengetahuan mengenai peraturan
perpajakan, pengetahuan berkaitan dengan system perpajakan dan yang terakhir
yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi perpajakan. Dari pengetahuan di
atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wajib pajak akan cenderung lebih

patuh terhadap peraturan apabila dia memiliki pengetahuan tentang perpajakan.®®

Dari penerapan perpajakan yang dilakukan wajib pajak atas pengetahuannya
memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya yaitu
membayar pajak pada negara. Dorongan untuk membayar pajak pada negara
dilakukan oleh wajib pajak, walaupun pembayaran tersebut tidak memiliki timbal
balik sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya. Pengetahuan perpajakan
adalah keilmuan, kemampuan, ataupun keahlian dari seorang wajib pajak dalam
memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak mampu

menerapkan peraturan perpajakan secara utuh.>®

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyanto dkk (2020) diperoleh
hasil penelitian yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan
penelitian yang dilakukan oleh Jeni (2020) pengetahuan pajak dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak telah memahami peraturan perpajakan
akan berpikir untuk membayar pajak dengan segera dari pada harus terkena sanksi

pajak. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang

2.5.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak untuk melakukan
kewajibannya tanpa paksaan, dalam UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan jika
wajib pajak wajib melakukan pengisian dan penandatanganan dengan sebenar
benarnya terkait surat pemberitahuan. Kepatuhan pajak merupakan suatu wujud taat
pada peraturan dan ketentuan umum yang berlaku. Dimana patuh berarti tunduk

terhadap aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan upaya

2021

% Andi Afdillah, Audiah Umairah, “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

% Ibid
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penghindaran. Kepatuhan pajak juga merupakan salah satu kondisi yang dimana
wajib pajak menjalankan semua kewajiban perpajakannya.

Sanksi tegas yang diterapkan terhadap wajib pajak, akan membuat wajib pajak
membuat laporan sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Semakin berat
sanksi yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi
disini berperan untuk memberikan hukuman dan efek jera yang akan dirasakan oleh
wajib pajak setelah diberikan sanksi akan kelalaian yang dilakukan dan mau wajib
pajak diharapkan dapat belajar dari kelalaian yang telah diperbuat, sehingga untuk
pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak selanjutnya menjadi lebih
patuh®?.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyanto (2020) sanksi
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif signifikan, dan
penelitian yang dilakukan oleh Andini dkk (2018) sanksi pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM karena sanksi pajak membuat pelaku
UMKM merasa cukup takut terhadap sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak
yang tidak membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat

ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM DI kota Semarang

0 Mardiasmo, “Perpajakan ”, Yogyakarta: ANDI, 2006 hal 21
61 Andhini Larasati Lesmana, Bakti Setyadi  Pengaruh Pengtahuan, Sanksi dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak” 2018
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3.1

3.2

3.3

BAB IlII
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kuantitaif dengan
pendekatan penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan suatu
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat potivisme, yang digunakan untuk
meneliti populasi ataupun sample tertentu, pengumpulan data menggunakan
intrumen penelitian, analisis data yang digunakan bersifat kuant itatif/statistik atau
dapat diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan
sebelumnya. Penelitian deskriptif dilakuk an untuk memberikan gambaran yang lebih
detail yang berkaitan dengan suatu fenomena atau gejala yang kemudian diuraikan
dan dijabarkan sehingga data yang akan digunakan menjadi lebih mudah untuk

dipahami.®?
Sumber Data

Didalam penelitian saya ini, sumber data yang saya gunakan yaitu dataprimer.
Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk
menjawab permasalahan atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan
menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.®® Pada
penelitian ini, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner ataupun angket. Kuesioner
atau angket pada penelitian ini disebarkan kepada beberapa pelaku UMKM di kota

semarang yang akan menjadi sampel pada penelitian ini.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetap kan oleh peneliti untuk
dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.®* Populasi dari penelitian ini adalah
beberapa pelaku UMKM kota semarang yang berjumlah sekitar 17.603 UMKM
yang terbagi menjadi 16 kecamatan. Penelitian ini menggunakan populasi wajib

pajak UMKM yang terdaftar di kota semarang.

62 Asep Hermawan, Husna Leila Yusran, “Penelitian Bisnis Dengan Pendekatan Kuantitatif” 2017
8 Ibid, hal 6
64 Ibid, hal 6
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Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi. Ketika populasi besar,
peneliti tidak dapat mempelajari semua populasi, dikarenakan keterbatasan tenaga,
dana, dan waktu, sehingga peneliti menggunakan sampel yang diambil dari
populasi tersebut.®® Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu
menggunakan teknik probability sampling. Teknik ini merupakan teknik sampling
yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel (Sugiyono,20018). Probobality sampling ini terbagi
menjadi 2 yaitu probability sampling dan nonprobabilty sampling , adap un teknik
yang akan di gunakan yaitu simple random sampling.

Teknik ini merupakan cara pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Teknik
simple random sampling merupakan bagian dari teknik Probability sampling yang
merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada gagasan bahwa seluruh
UMKM populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.
Sehingga, dalam racangan ini tidak terdapat diskriminasi populasi yang satu
dengan yang lainnya karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi
sampel.®’

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17.603% UMKM yang berada di kota
semarang. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, penulis

menggukan rumus Slovin. Rumus Slovin yaitu:

N
n=
1+N.e2
17.603
"= 1+17.603.(0,1)2
17.603
177,03
n = 99,43
n =100

% Op.cit, hal.84

% Nanang Martono, “Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data” Edisi Revisi, Jakarta 2013 hal
77-80

67 Burhan Bungin, “Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta limu-IIimu
Sosial Lainnya” Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri 2017. Hal 117.

68 https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1 diakses pada tgl 1 Desember 2020 pada pukul
10.00 WIB.
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Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dari keseluruhan jumlah wajib
pajak UMKM di kota Semarang. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa yang
dapat digunakan sebagai sampel sebanyak 100 sampel wajib pajak UMKM di kota
Semarang. Dari hasil perhitungan diatas maka peneliti memilih wilayah
Pedurungan untuk menjadi pusat penyebaran kuesioner. Mengapa demikian,
karena Pedurungan termasuk wilayah yang jumlah UMKM terbanyak di kota

Semarang.
3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan suatu data agar dapat diolah dan
dianalisis sehingga dapat menghasilkan hasil dan kesimpulan atas penelitian yang
dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan penulis
untuk mendapatkan data yang diperlukan. Terdapat beberapa tekhnik yang dapat
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yaitu, tes, angket, wawancara,
observasi dan dokumentasi.®® Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu metode angket atau kuesioner dan dokumentasi.

a. Metode angket atau kuesioner dilakukan dengan cara memberikan
serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden
yang bersangkutan untuk dijawab kemudian hasilnya diteliti.

b. Metode dokumentasi pada penelitian ini merupakan informasi yang
berasal dari catatan penting baik dari lembaga atupun lembaga
maupun perorangan. Dokumentasi di dalam penelitian ini merupakan
pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil

penelitian.”®

3.5 Skala Pengukuran
Tanggapan responden dihitung dan dikumpulkan dari hasil kueisioner dengan
pengukuran menggunakan sklaa likert. Skala likert merupakan bentuk pengukuran
yang digunakan pada sikap, pendpat dan persepsi seseorang atau kelompok orang

yang mengacu pada fenomena sosial. "* Hasil jawaban dari petanyaa n tersebut akan

8 https://www. Google.com/amp/sosiologis/.com/metode-pengumpulan-data/amp diunduh pada minggu 28juni
2020 pukul. 15.10

 bid

L Sugiyono, “Metode Penelitian Bisnis”, Bandung : CV Alfabeta 2013 hal 132
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menunjukkan hasil yang sangat positif ataupun sangat negatif. Pengukuran

menggunakan skor sangat diperlukan untuk analisis kuantitatif. 2

Skala likert 1-4 yang dijabarkan sebagai berikut:

1.

Skor 4 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS)

2. Skor 3 sebagai jawaban Setuju (S)
3.
4. Skor 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)"3

Skor 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS)

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehingga mendapatkan suatu informasi

untuk ditarik kesimpulannya. Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua

variabel yaitu variable independen (X) dan variabel dependen ().

1.

Variabel Independen

Variabel independen ( variabel bebas) merupakan variabel yang
menjadi sebab atau merubah/memengaruhi variabel lain (variabel
dependen). Variabel ini juga sering di sebut dengan variabel bebas,
prediktor, stimulus, eksogen, atau antecendent.”® Di dalam variabel
independen ini terbagi menjadi 2 yaitu Pengetahuan Pajak dan Sanksi
pajak.

Variabel Dependen

Variabel dependen ( variabel terikat) merupakan variabel yang
dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel
independen. Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabel
respons atau endogen. Adapun yang menjadi variabe | dependen yaitu

kepatuhan wajib pajak.

72 |bid, hal, 133
7 Ibid hal 135

" |R. Syofian Siregar, “Metode Penelitian Kuantitatif Jakarta, Kencana : PRENAMEDIA Group 2013 hal 8

" Ibid
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3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pengumpulan data yang kemudian diolah dan
disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan
pengujian hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan analisis data yang berbentuk kuantitatif.”
3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data
yang telah dikumpukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data.
Analisis data deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran tentang demografi
respoden. Gambaran tersebut mencakup pengukuran tendensi sentral seperti nilai
maksimal, nilai minimal, rata-rata dan standar deviasi yang disediakan untuk
menjelaskan deskripsi responden.”” Didalam penelitian ini analisis deskriptif
digunakan untuk menganalisis tanggapan responden terhadap pengaruh pengetahu an
pajak/ dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.
3.7.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian adalah proses menganalisis data dengan cara
mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil angket yang dilakukan
dan dipahami agar bisa menyajikan apa yang diperoleh.”® Analisis data bertujuan
untuk menemukan makna data melalui subyek pelakunya. Analisis data yang
dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
a.  Uji Validasi

Uji validasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu
instrumen penelitian. Pegujian validasi mengacu pada sejauh mana ssuatu instrumen
dalam menjalankan fungsinya. Instrument dikatakan valid jika instrumen tersebut
dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Uji kevalidan suatu data
dapat dilakukan dengan cara uji validitas terhadap butir-butri kueisioner. ’® Untuk
menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan teknik korelasi produk.

Moment dari pearson. Jika hasil uji validitas Ruitwng lebih besar dari pada nilai Rrapel

6 Ibid

" Irma Istiariani, “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor
Bpkp”,Vol 19 No.1, Maret 2018 hal 63-68.

78 Sutrisni, “Metode Statistik Untuk Penelitian Kuantitatif «, Yogyakarta, 2012.

™ Ibid, hal. 53
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maka indikator tersebut dinyatakan wvalid. Uji validitas ini Kketika tingkat

singnifikansi <0,05.%°

b.  Uji Reliabilitas

Relibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsisteni suatu alat pengukur
didalam mengukur kejadian yang sama. Untuk menguji reabilitas dalam penelitian
ini menggunakan koefisien Crobach’s Alpha. Pengambilan keputusan berdasarkan
jika nilai Cronbach’s Alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel
dan jika nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut

tidak reliabel .8t

Uji Asumsi Klasik
Dalam uji asumsi klasik ini pengujian yang harus dilakukan yaitu :

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data adalah sebuah pengujian untuk mengukur apakah data
yang didapatkan berdistribusi normal ataupun tidak normal, sehingga pemilihan
statistik dapat dilakukan dengan tepat. Data yang baik merupakan data yang
berdistribusi secara normal. Uji normalitas ini bisa dilakukan dengan uji
Kolmogorow Smimow. Jika nilai probilitasnya lebih besar dari 0,05 maka data
tersebut terdistribusi dengan normal, tetapi jika probilitasnya lebih kecil dari 0,05

maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.®?

3.8.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini membantu memastikan bahwa variabel independen
saling berkolerasi. Dalam hal ini, sangat sulit untuk menentukan variabel independen
mana yang mempengaruhi variabel dependen. Diantara variabel independen terdapat
korelasi yang mendekati +1 atau -1 maka artinya persamaa n regrasi tidak akurat

digunakan dalam persamaan. Uji multikolonieritas dapat ditinjau dari nilai Tolerance

8 Jusuf Soewadiji, “Pengantar Metodelogi Penelitian”, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012, hal. 173.
81 Ricky Yuliardi Dan Zuli N, “Statistika Pnelitian Plus Totarial SPSS™, Yogyakarta : Innosaim 2017, hal. 113.
82 Ibid, hal.177
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dan dari nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerence >0,10 dan nilai VIF

<0,10 maka tidak terjadi mikolonieritas.8

3.8.3 Uji Heterokedastitas

Uji heterokedistitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau
tidaknya kesamaa n varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi.
Jika dalam suatu penelitian variance reidual bersifat tetap, maka di sebut sebagai
homoskedastisitas. Jika dalam suatu penelitian variance residual bersifat tidak tetap,
maka disebut sebagai heterokedastitas. Penelitian dapat dikatakan baik, apalbila
tidak bersifat heterokedastitas. Heterokedastitas dapat dideteksi dengan uji glejser.
Pada uji glejser, model regrasi linear yang digunakan dalam penelitian ini
diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikan > 0,05 maka
tidak terjadi heterokedastitas. Sebaliknya jika nilai signifikannya < 0,05 maka terjadi

heterokedastitas dalam model regresi ini. %

3.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau
lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan variabel dependen (). Tujuan dari
analisis ini yaitu untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif
atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai
variabel mengalami kenaikan dan penurunan. %

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji

statistik yang di dukung oleh uji ekonomerik sebagai berikut:

3.9.1 Uji Signifikan Parsial (T-test)
Uji T digunakan sebagai uji untuk mengetahui secara persial pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen, dan apakah berpengaruh secara signifikan
ataupun tidak. Tujuan dari uji T dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh

antara variabel independen pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap

8 Ibid, hal.121

8 Iman Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro 2011, hal 143.

8T Sigit Suyantor, “Mengelolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS”, Semarang :
Wahana Komputer, hal 143.
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variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Dengan pengambilan data

ketputusan yaitu:®

Apabila signifikan (sig) > 0.05 atau t hitung < t tabel, maka
variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.

Apabila nilai signifikan (sig) < ,05 atau t hitung > t tabel ,maka
variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap

variabel dependen ().

3.9.2 Uji Signifikan Simultan (F-test)
Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara penerapan pengetahuan

pajak (X1), sanksi pajak (X2), berpengaruh signifikan ternadap kepatuhan wajib

pajak UMKM.

Apabila Fniwng lebih kecil dari Fane maka variabel independen tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y)
Apabila Fnitung lebih besar dari Fapne maka variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).%’

3.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R?)

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel

independen terhad ap variabel dependen.8®

Rumus Uji Koefisien Determinasi

R?=r? X 100 %

Keterangan :

R? = Koefisien Determinasi

r 2 Koefisien Korelasi

8 Morissan, statistik sosial, Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group) 2016, hal 187.
87 Duwi Priyanto,” SPSS analisis korelasi,regresi dan multivariate” , hal 56.
8 Mourissan , “Statistik Sosial, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Group),l 2016 hal 187.
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3.10 Variabel Penelitian dan Pengukuran Data

dan variabel terikat (dependen).

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independen)

1. Variabel bebas (independen), yaitu Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi
Pajak (X2).
2. Variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (YY)
Tabel 5
Definisi Variabel dan Indikator

VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
PENELITIAN VARIABEL
Pengetahuan | Pengetahuan pajak adalah suatu bentuk |1. Mengetahui fungsi pajak yang

Pajak (X1)

yang berkaitan dengan pajak dan
pengetahuan tersebut dapat digunakan
oleh wajib pajak untuk melakukan
pengambilan keputusan dan membuat

strategi tentang hak dan kewajiban

2.

dikeluarkan UMKM

Mengetahui pengetahuan peraturan
pajak UMKM

Mengetahui ketentuan umum dan

tata cara perpajakan

lingkup tersebut atau sesuai dengan 4. Mengetahui sistem perpajakan di
ketentuan yang berlaku. (Kartikasari & Indonesia
Yadnyana, (2020)) (Oki Sri Hartini& Dani Sopian,
(2018))
Sanksi Pajak | Sanksi pajak adalah suatu hukuman atas |1. Wajib pajak mengetahui adanya
(X2 konsekuensi perbuatan atau sanksi yang dikenakan UMKM yang
ketidakpatuhan pelanggaran wajib tidak membayar pajaknya.
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi
(Wardani (2017)) pelanggaran yang berat
3. Sanksi administrasi yang dikenakan
bagi pelanggaran yang ringan
4. Pengenaan sanksi pajak merupakan
salah satu sarana mendidik wajib
pajak. ((Wardani (2017))
Kepatuhan Kepatuhan wajib pajak suatu perilaku 1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri
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Wajib Pajak (V)

dimana seorang wajib pajak memenubhi
semua kewajiban perpajakannya dan
melaksanakan hak perpajakannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan tanpa ada
paksaan dari pihak manapun. (Devano
& Rahayu, (2006))

3.

sebagai wajib pajak.

. Membayar pajak dengan tepat pach

waktunya.

Menghitung dan membayar pajak
terutang atas penghasilan yang di
peroleh wajib pajak sebagai syarat
dalam membayar pajaknya.
Pembayaran tunggakan pajak
(STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

(Wardani, 2017)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian
4.1.1 Sejarah UMKM

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah jenis usaha
yang sudah banyak dilakukan, terutama oleh masyarakat indonesia. UMKM sendiri
berperan besar dalam menganekaragamkan produk-produk ekspor indonesia dan
menjadi andalan dalam perolehan devisa. Didalam sejarahnya, sepanjjang
pemerintahan orde baru, UMKM sangat dikesampingkan sebuah keberadaanya.
Berbeda dengan usaha besar yang selalu diberikan keleluasaan didalam berbagai

hal. Namun UMKM dapat mempertahankan keberadaanya dalam menghadapi

kebijakan-kebijakan pada masa itu. UMKM sangatlah penting untuk keberadaa nnya
di indonesia karna selain untuk mendapatkan pendapatan juga UMKM mampu untuk

mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Dengan melihat kenyataan bahwasanya sebagian besar dari jumlah UMKM di
Indonesia terdapat di pedesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagai
mentor utama penggerak pembangunan serta pertumbuhan ekonomi terhadap
pedesaan, yang diamana berarti juga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan
antara pedesaan dengan perkotaan. Dan tentunya dapat mengurangi angka

pengangguran di pedesaan tersebut. &

UMKM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi di
indonesia terutama di kota semarang. UMKM banyak beradaptas dan
bertransformasi sehingga meningkat daya saingnya. Begitu banyak contoh-contoh
peningkatan UMKM di indonesia termasuk di kota Semarang, berkaca dari krisis
moneter 1998 kemudian pasca covid 19 UMKM di kota Semarang semakin
bertambah. Berkembangnya UMKM dikota semarang juga tidak lepas dari

digitalisasi ekonomi yang terus diupayakan. Hal tersebut sejalan dengan upaya

8 https://www.academia.edu diakses pada 24 Oktober pukul 14.00 WIB, 2019
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pemerintah kota pusat yaitu menargetkan 30 Juta UMKM akan masuk dalam
ekonomi digital 2024.%

Adapun salah satu upaya Pemerintah kota Semarang dalam meningkatkan
perkembangan UMKM di kota Semarang yaitu dengan diadakannya Semarang
Introducing Market. Dimana event tersebut adalah event tahunan yang diadakan oleh
pemerintah kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Sehingga dengan
adanya kegiatan tersebut mampu mendobrak partisipasi dan semangat dari para
pelaku UMKM di kota Semarang.

UMKM diatur oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dan
dikelompokkan oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 yaitu menjadi 3 (tiga) :

a. Usaha Mikro
Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan, atau badan
usaha seorang yang memenuhi kriteria usaha mikro.

b. Usaha Kecil
Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimana usaha
tersebut berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik
secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang emenuhi Kriteria usaha kecil.

C. Usaha Menengah
Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai ataupun menjadi bagian baik secara langsung maupun secara
tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar yang memenuhi

kriteria usaha menengah. %2

9 https://semarangkota.qo.id/p/3792/hendi_sebut_umkm topang pemulihan_ekonomi_semarang_pasca_pandemi

diakses pada 28 Agustus 2022

9 https://semarangkota.qo.id/p/3792/hendi_sebut_umkm topang pemulihan_ekonomi_semarang_pasca_pandemi

diakses pada 28 Agustus 2022

2020

92 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil menengah diakses pada 19 September pukul 10.00 WIB

51


https://semarangkota.go.id/p/3792/hendi_sebut_umkm_topang_pemulihan_ekonomi_semarang_pasca_pandemi
https://semarangkota.go.id/p/3792/hendi_sebut_umkm_topang_pemulihan_ekonomi_semarang_pasca_pandemi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah

Adapun  karakteristik UMKM, pada dasarnya  berdasarkan

perkembangannya UMKM di klasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria yaitu,

a. Livelihoood Activies vyaitu, UMKM vyang digunakan sebagai
kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya lebih dikenal
dengan sektor informal.

b. Micro Enterprise yaitu, UMKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi
tidak bersifat kewirausahaa n.

c. Small Dynamic Enterprise yaitu, UMKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan
ekspor produk.

d. Fast Moving Enterprise yaitu, UMKM vyang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan akan melakukan tranformasi menjadi usaha

besar. %

4.1.2 Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi dari UMKM adalah sebagai berikut:

Visi , “ Terwujudnya peningkatan perekonomian masyrakatt dengan

dukungan dunia usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing.”

Misi:

a. Meningkatkan kompetensi dan prefosionalisme aparatur.

b. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
pelaku usaha.

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung
usaha.

d. Meningktkan daya saing usaha dan produk unggulan berbasis sumber
daya lokal.

e. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk
unggulan.

f. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan,
sistem distribusi yang efektif serta perlindungan konsumen yang

bertumbuh dan berkualitas. o

9 https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/ diakses pada 06 Juli

pukul 13.00 WIB 2018
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4.2

42.1

Kareakteristik Responden

Data penelitian didalam penelitian ini diperoleh dengan cara
membagikan kueisioner secara langsung kepada responden yang sesuai
dengan kriteria peneliti, yaitu wajib pajak UMKM dikota Semarang. Adapun
sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak UMKM.
Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti dimulai pada
tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022.
Penelitian ini dilakukan dengan mengetahui latar belakang responden terlebih
dahulu, adapun klasifikasi responden diantaranya, nama lengkap, nama usaha,
jenis kelamin, usia, kepemilikan NPWP, lama kepemilikan dan jenis usaha.
Hasil distribusi sampel dapat dilihat paada tabel dibawa h ini.

Jenis Kelamin
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui
pengisian dan penyebaran kueisioner, maka diperoleh data kelompok jenis

kendaraan sebagai berikut:

Tabel 6
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Responden | Presentase
(Orang) (%)
Laki-Laki 65 65%
Perempuan 35 35%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas klasifikasi responden yang menjadi subjek
penelitian yaitu responden yang berjenis kelami laki-laki sebanyak 35
responden. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan vyaitu
sebanyak 65 responden. Jadi dapat dilihat bahwa responden dengan jenis
kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden jenis kelamin laki-
laki.

94
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4.2.2 Usia
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengisisan
dan penyebaran kueisioner, maka dihasilkan data kelompok usia sebagai berikut :

Tabel 7

Klasifikasi Berdasarkan Usia

4.2.3

Kelompok Usia Jumlah Presentase
(Tahun Responden (%)
(Orang)
20-30 61 61%
31-40 30 30%
>40 9 9%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan data bagian usia responden dari 100 responden dapat

disimpulkan bahwa terdapat kelompok usia dimulai dari 20-30 tahun yang

terdapat 61 responden, kelompok usia dari 31-40 tahun yang terdapat 30

responden dan kelompok usia >40 tahun terdapat 9 responden.

Jenis Usaha

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

pengisisan dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok usia

sebagai berikut :

Tabel 8
Klasifiksi Berdasarkan Jenis Usaha
Jenis Usaha Jumlah Presentase (%0)
Responden
Kecil 53 53%
Mikro 46 46%
Menengah 1 1%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022
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4.2.4

4.2.5

Berdasarkan data bagian jenis usaha responden dari 100 responden dapat
disimpulkan bahwa terdapat 53 responden dari pemilik jenis usaha UMKM Kkecil,
terdapat 46 responden dari pemilik jenis usaha UMKM mikro, dan terdap at 1
responden dari pemilik jenis usaha menengah.

Kepemilikan NPWP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui
pengisisan dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok usia
sebagai berikut :

Tabel 9
Klasifikasi Berdasarkan Kepemilikan NPWP
Kepemilikan Jumlah Presentase (%0)
NPWP Responden
Memiliki 100 100%
Tidak memiliki 0 0%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah 2022

Berdasarkan data bagian berdasarkan kepemilikan NPWP dari 100
responden dapat disimpulkan bahwa terdapat 100 responden yang telah memiliki
NPWP.

Lama Kepemilikan Usaha
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
melalui pengisisan dan penyebaran kuesioner, maka dihasilkan data kelompok

usia sebagai berikut :

55



Tabel 10

Klasifikasi Berdasarkan Lama Kepemilikan Usaha

Lama Jumlah Presentase (%0)
Kepemilikan Responden
<5 35 35%
5-10 48 48%
>10 17 17%
Jumlah 100 100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan data bagian lama kepemilikan dari 100 reponden dapat

disimpulkan terdapat 35 responden lama kepemilikannya kurang dari 5 tahun,

terdapat 48 responden lama kepemilikannya sudah 5-10 tahun dan terdapat 17

responden yang kepemilikannya lebih dari 10 tahun.

4.3  Hasil Analisis Data Penelitian
4.3.1.1 Analisi Stasistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel

pengetaahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota

Semarang.
Tabel 11
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
Pengetahuan 100 7 16 14,28 1,990
Pajak
Sanksi Pajak 100 9 16 14,27 1,852
Kepatuhan 100 8 16 14,55 1,800
Wajib Pajak
Valid N 100
(Listwise)

Sumber: Data diolah 2022
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Hasil analisis deskriptif diatas dalam penelitian ini dapat diketahu i
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Pajak
Hasil analisis deskriptif terhad ap variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai
minimum sebesar 7, nilai maximum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14,28
dan nilai std devisinya sebesar 1,99.
b. Sanksi Pajak
Hasil analisis deskriptif terhadap variabel sanksi pajak menunjukkan nilai minimum
sebesar 9, nilai maximum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 14,27 dan std
deviasinya sebesar 1,85.
c. Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil analisis deskriptif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai
minimum sebesar 8, nilai maximum sebesar 16, nilai rata-rata (mean) sebesar 12,55
dan std deviasinya 1,80. %
4.3.2 Analisis Uji Instrumen
4.3.2.1.1 Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk menilai valid atau tidaknya suatu
kueisioner dan dilakukan setelah mendapatkan hasil data pengisian
kueisioner. Kriteria yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai
berikut:%
1. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka item kueisioner
dinyatakan valid.

2. lJika r hitung < r tabel, maka item kueisioner dinyatakan tidak valid.®’

Uji validitas yang diperoleh hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini

% Suyantoro , “Mengelolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPPS” Semarang, Wahana
Komputer 2015.

% Jusuf Soewadji,” Pengantar Metodologi Penelitian”, Jakarta : Mitra Wacana,2012,hal 173

 Ibid
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Tabel 12

Uji Validitas
NO Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)
1. X1.1 460™ 0,195 Valid
2. | X12 545" 0,195 Valid
3. | XL3 860" 0,195 Valid
4, X1.4 831" 0,195 Valid
Sanksi Pajak (X2)
1. X2.1 687" 0,195 Valid
2. X2.2 697 0,195 Valid
3. X2.3 615" 0,195 Valid
4, X2.4 638" 0,195 Valid
Kepatuhan Wajib Pajak ()
1. Y.l 815 0,195 Valid
2. Y.2 7217 0,195 Valid
3. Y.3 .700™ 0,195 Valid
4, Y.4 .398™ 0,195 Valid

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir

pernyataan dalam kueisioner dinyatakan valid, dapat dilihat pada tabel r hitung

dan r tabel dengan hasil r hitung > r tabel.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk menguji reliable atau kehandalan
jawaban responden terhadap pernyatan dalam kueisioner. Dalam pengujian
reliabilitas peneliti
ketentuan jika Cronbach’s Alpha > 0,60 maka dinyatakan reliabel dan jika nilai

Cronbach’s Alpha < 0,60 maka di nyaatakan tidak reliabel®. Berikut ini hasil uji

menggunakan uji statistik Cronbach’s Alpha, dengan

reabilitas dalam penelitian ini:

% Jusuf Soewadji,” Pengantar Metodologi Penelitian”, Jakarta : Mitra Wacana,2012,hal 173
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Tabel 13

Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritik Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1) 0,806 >0.60 Reliabel
Sanksi Pajak (X2) 0,704 >0.60 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,871 >0.60 Reliabel

Sumber: Data diolah 2022

Dari data tabel diatas dapat diketahui setiap variabel memiliki Cronbach’s

Alpha >0,60 Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini

reliable.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas
uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dan variabel

residual berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas data
digunakan alat bantu SPSS dengan analisis dan uji Kolmogrov-Smirnov. Berikut ini

merupakan uji normalitas data menggunakan analisis grafik:

Gambar 1
Grafik Uji Normalitas

Histogram
Dependent Variable: Y1

Mean = -1 32E-15
Std. Dev. = 0,960
N=100

Frequency

0 1 2 3

3 2 El
Regression Standardized Residual

Sumber: Data diolah 2022
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Grafik diatas menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, hal ini
ditunjukkan dengan grafik yang tidak cenderung condong ke kanan ataupun kekiri,
meskipun pada grafik terdapat beberapa residual yang melebihi garis.® Selain
menggunakan grafiik diatas, uji normalitas juga dapat dilihat melalui grafik

normalitas plot dibawah ini:
Gambar 2

Grafik Plot Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y1

Expected Cum Prob

00 02 04 06 LE] 10

Observed Cum Prob

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan grafik plot uji normalitas diatas, dap at dilihat bahwa persebaran
residual dalam bentuk lingkaran kecil berada pada sekitar diagonal dan mengikuti
arah garis tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini
bersifat normal.’?® Selain menggunakan grafik, uji normalitas juga menggunakan uji
statistik Kolmogorov Smirnov, berikut ini merupakan hasil pengujian Kolmogorov

Smirnov dalam penelitian ini:

9 Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika penelitian plus tutorial SPSS, Yogyakarta : 2017,hal 113

100 Ricki, Yuliardi dan Zuli N, Statistika penelitian plus tutorial SPSS, Yogyakarta : 2017,hal 113
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Tabel 14

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 100
Normal Parameters™” Mean .0000000
Std. Deviation 1.04388004
Most Extreme Differences Absolute .076
Positive .070
Negative -.076
Test Statistic .076
Asymp. Sig. (2-tailed) .167¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah 2022
Tabel uji Kolmogorov Smirnov diatas menunjukkan bahwa nilai statistik

sebesar 0.167 nilai signifikan 0,167 Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual

terdistribusi normal, karena nilai signifikan lebih dari 0.05.1%

4.3.3.2 Uji Multikolonieritas
Untuk mengetahui multikolonieritas dalam model persamaan pada suatu
penelitian dapat menggunakan korelasi antara variabel independen. Model regresi
yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara vaariabel
independennya. Cara untuk mendeteksi aadanya multikolonieritas dapat
menggunakan uji tolerance value atau variance inflation factor (VIF) model

regresi dengan acuan sebagai berikut:1%2

a. Jika jumlah nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka model regresi

tidak bersifat multikolineritas.

101 Ibid, hal 124
192 Ibid, hal 125
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b. Jika jumlah nilai toleransi < 0,1 dan nilaai VIF > 10 , maka model regresi

103
bersifat multikolinearitas.
Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini:
Tabel 15

Uji Multikolonieritas

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta T Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 1.23€ 1.068 -1.157 .250
Pengetahuan pajak .50€ .105 .371 4.814 .000 .681 1.468
Sanksi pajak .593 .090 .509 6.608 .000 .681 1.468

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan uji  multikolonieritas diatas, dapat diketahui bahwa nilai
tolerance dari setiap variabel adalah >0,1. Besaran tolerance dari setiap variabel
adalah, variabel pengetahuan pajak mempunyai nilai tolerance sebesar .681,
variabel sanksi pajak mempunyai nilai tolerance .681. Selain itu, nilai variance
inflation factor (VIF) setiap variabel menunjukkan nilai < 10. Hal ini ditunjukkan
oleh nilai VIF dari setiap variabel, yaitu nilai VIF pengetahuan pajak sebesar 1.468,
dan nilai VIF sanksi pajak sebesar 1.468. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedaritas bertujuan untuk menguji dan mengetahui ada atau
tidaknya kesaamaan varian dari nili residual untuk pengamatan dalam model regresi.
Pada penelitian ini, uji heterokedasitas menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan
melihat pola titik-titik grafik regresi dan uji glejser.1® Berikut ini merupakan hasil uji

heteroskedastisitas :

103 priyatno, “SPSS, Analisis Korelasi, Regresi dan Multivarite” 2012.

104 Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro 2011 hal 143
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Gambar 3

Uji Heteroskedastitas

Scatterplot
Dependent Variable: Y1

Regression Studentized Residual
.

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan uji heteroskedastitas diatas dapat dilihat bahwa titik-titik atau
lingkaran kecil tersebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik
diatas maupun dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian
ini dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana variabel pengetahuan pajak,

dan sanksi pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.

Dasar pengambilan keputusan jika nilai significant kurang dari 0,05 maka

terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi
heteroskedastisitas. % Berikut merupakan hasil uji glesjer dalam penelitian ini:

105 Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro 2011 hal 143
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Tabel 16

Uji Glesjer

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) .332 .66¢ 499 .618
pengetahuan pajak .00€ .06€ .011 .090 .928
sanksi pajak .037 .05€ .081 .657 513

a. Dependent Variable: Abs_RES
Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel uji glesjer diatas, didapatkan nilai signifikan yaitu variabel
pengetahuan pajak 0.928 dan variabel sanksi pajak sebesar 0.513.Berdasarkan
keterangan nilai signifikan pada tabel , maka dapat disimpulkan bawa penelitian ini

tidak bersifat heteroskedastisitas.

4.3.4 Pengujian Hipotesis
4.3.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis dan menguji
hipotesis, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel pengetahuan
pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.
Pengujian analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan SPSS. Berikut merupakan hasil dari pengujian analisis regresi linear

berganda:
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Tabel 17
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
(Constant) 1.236 1.068 -1.157 .250
Pengetahuan
pajak .506 .105 371 4.814 .000
1 Sanksi pajak .593 .090 .509 6.608 .000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel data analisis regresi llinear berganda diatas, dapat diperoleh

nilai koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,506 dan koefisien variabel

sanksi pajak sebesar 0,593. Sehingga di peroleh persamaan regresi sebagai berikut:

Y =1,236+0,506X1+ 0,593X>+ e

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 =Pengetahuan Pajak

Xz = Sanksi Pajak

e = Standar Error
Berdasarkan persamaan regresi linear diatas dapat diketahui bahwa :

a. Konstanta (o)
Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 1,236 bernilai positif yang
berarti bahwa jika variabel pengetahuan pajak, dan sanksi pajak tidak terjadi
perubahan (X1,X2 Bernilai 0) maka variabel pada kepatuhan wajib pajak
adalah sebesar 1,236.

b.  Pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak bernilai sebesar 0,506

atau sebesar 50,6%. Hal ini berarti setiap kenaikan pengetahuan pajak 1%
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maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,506 atau 50,6%

dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
C. Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuan Wajib Pajak

Koefisien regresi pada variabel sanksi pajak sebesar 0,593 atau sebesar 59,3

%. Hal ini berarti setiap kenaikan sanksi pajak 1% maka akan menaikkan

kepatuhan wajib pajak sebasar 0,593 atau sebesar 59,3 % dengan asumsi

bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. %

43.4.2  Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Uji t parsial (t-test) merupakan uji terhadap koefisien regresi tiap variabel
independen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen
memengaruhi variabel dependen. Kemudian untuk melak ukan uji t dengan cara

membandingkan statistik t dengan titik kritis menurut tabel.

a. Jika nilai statistik t perhitungan hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan
nilai t tabel (t hitung > t tabel) maka hipotesis ini diterima dengan
menyatakan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.

b. Sedangkan apabila (t hitung < t tabel) maka hipotesis dari variabel-variabel

independen tidak berpengaruh terhadap variabel-variabel dependen. o

Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS,
dengan hasil pengujian sebagai berikut:

106 Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponegoro 2011 hal 143

107 Morissan, Statistik sosial, Jakarta : KENCANA (Divisi dari PRAMEDIA Group), 2016, hal 178
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Tabel 18
Uji Statistik t

Coefficients?

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1.236 1.068 -1.157 .250
pengetahuan .506 .105 .371 4.814 .000
pajak
sanksi pajak .593 .090 .508 6.608 .000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber : Data diolah 2022

Dari hasil pengujian uji t diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

a. Berdasarkan uji hipotesis dari variabel independen pertama yaitu pengetahuan

pajak diperoleh t hitung sebesar 4,814 lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar
1,660 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 maka H1 diterima.
Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel independen yang kedua yaitu sanksi
pajak di peroleh t hitung sebesar 6,608 lebih besar dari pada t tabel yaitu sebesar
1,660 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari pada 0,05, maka H2 diterima.
Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhad ap kepatuhan wajib
pajak.

4.3.4.3  Hasil Uji F (Simultan)

Uji f digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen
secara bersamaan kepada variabel dependen dengan menggunakan perhitungan
apabila f hitung > f tabel maka variabel dapat disebut signifikan dan jika signifikan
(sig) < 0,05 maka variabel bebas secara simultan dapat dinyatakkan berpengaruh
terhadap variabel terikat. 1% uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan

bantuan program spss, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

108 Duwi Priyatno, SPSS Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate, hal 56
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Tabel 19
Uji Statistik F

ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 167.831 2 83.916 75.453 .000p
Residual 107.879 97 1.112
Total 275.710 99

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Variabel 2, Variabel 1
Sumber : Data diolah 2022

Pada hasil uji tabel ANOV A atau F test diatas, didapatkan nilai hitung F
hitung sebesar 75,453 > F tabel sebesar 3,09 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 <

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.3.44  Uji Koefisien Determinasi Adjusted ( R Square)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa besar

kemampuan model regresi dalam memaparkan variasi variabel dependen. Pengujian

koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS, berikut ini

adalah hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 20

Koefisien Determinasi Adjusted R?

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 .78072 .60¢ .601

1.05¢

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, pengetahuan pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa
nilai dari R? adalah 0,609 atau sebesar 60,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengetahuan

pajak dan sanksi pajak sebesar 60,9%. Sedangkan sisanya sebanyak 39,1% (100% -

60,9% = 39,1%). Dijelaskan oleh sebab- sebab lain diluar variabel penelitian ini.
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4.4 Pembahasan
Dalam rangka memberikan informasi mengenai pengaruh dari pengetahuan
pajak (X1), dan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (),
maka peneliti melakukan penelitian dengan penyebaran angket/kueisioner kepada
100 responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft
Exel dan SPSS versi 24, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
(YY) Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil hipotesis pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa
pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
sehingga H1 diterima, karena hal ini dibuktikan dengan hadl uji T parsial yang
memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan diperoleh t hitung
sebesar 4,814 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,660. Maka H1 diterima,
yang berarti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di kota semarang.

Penelitian ini memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan Rizky dkk (2018), R Rachmiyantono (2021) yang menyatakan bahwa
pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak , tetapi penelitian
ini tidak sejalan dengan Andhini dan Bakti (2020) yang menyatakan bahwa
pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhad ap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari
hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti saat ini yaitu pengetahuan memiliki
pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Yang mana ketika
terjadi peningkatan pengetahuan pajak maka peningkatan juga terjadi pada
kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak
melaksanakan kewajiban dengan baik. Artinya pengetahuan pajak UMKM cukup
baik.

Wajib pajak UMKM mengetahui betul pentingnya pengetahuan pajak hal ini
dilihat dari jawaban responden sendiri, pengetahuan pajak juga merupakan fakt or
dominan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena dengan pengetahu an yang
dimiliki oleh wajib pajak UMKM dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri

wajib pajak dan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
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dengan self assessment system, yaitu mendaftarkan diri ketika membuka usaha untuk
memperoleh NPWP, menghitung sendiri besar pajak terutang, membayar pajak
sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan dan melaporkan SPT secara benar,
lengkap dan tepat waktu®.

Teori atribusi memiliki peran sesuai dengan pengertian dari atribusi yaitu
menyebabkan orang berperilaku tertentu. Atribusi menyebabkan wajib pajak
berperilaku patuh terhadap kewajibannya setelah mengetahui pengaruh pengetah uan
pajak dalam menjalankan kewajiban wajib pajak. Pengetahuan pajak masuk dalam
kondisi internal pada teori atribusi karena pengetahuan mendorong wajib pajak
untuk melaksanakan kewajibannya tanpa perlu paksaan dari pihak lain. Hal ini
menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib
pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangat diperlukan untuk
mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan
pengetahuan pajak mampu mendorong kedisiplinan dan sikap patuh dan menyadari
serta mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam
menunjang pembangunan negara. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi pajak
terhadap UMKM sebagai bentuk dari salah satu sumber pengetahuan untuk pelaku
wajib pajak. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak nya karena
merasa tidak dirugikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki dari pemungutan

pajak yang dilakukan.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Di
Kota Semarang.

Berdasarkan hasil hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa Sanksi
Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga H1
diterima , karena hal ini dibuktikan dengan Uji t parsial memiliki nilai signifikan
lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan di peroleh nilai t hitung sebesar 6,608 lebih
besar dari pada t tabel sebesar 1,660 yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmianto dkk
(2014), Rizki dkk (2018), Andhini dan Bakti (2020), yang menyatakan bahwa sanksi

109 Sysmiatun,Kusmuriyanto , Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang 2019.
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pajak berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya
tingkat sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak menentukan tingkat
kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak UMKM. Sanksi pajak menjadi faktor yang
membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang dikenakan
kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang melanggar peraturan
perpajakannya menjadikan wajib pajak sebagai penghalang untuk tidak
mengulanginya lagi't

Teori atribusi berperan sesuai dengan pengertian dari teori teersebut yang
mana teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain
berperilaku tertentu, dengan adanya sanksi pajak menyebabkan wajib pajak
berperilaku patuh terhadap kewajiban dalam menjalankan pajak. Sanksi pajak masuk
dalam kondisi eksternal dalam teori atribusi, Kkarena wajib pajak tidak akan
melanggar kewajibannya dengan adanya sanksi yang akan dikenakan bag yang
melanggar pajak akan membuat wajib pajak untuk segera melaksanakan
perpajakannya. Adanya sanksi pajak ini maka para wajib pajak akan mematuhi
perpajakannya karena dijelaskannya dalam sanksi pajak yang mampu merugikan
para wajib pajak jika melanggar perpajakannya , sehingga membuat efek jera bagi
wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dan
negara sendiri , dengan adanya sanksi pajak ini membuat para wajib pajak menjadi
disiplin dan taat aturan sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan dalam

pembayaran pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak.

110 1hid, hal 109
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5.1

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengeai

pengaruh pengetahuan pajak , dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di kota Semaran g dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel pengatahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Semarang. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai t hitung lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan diperoleh t
hitung sebesar 4,814 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1,660. Yang
berarti pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor pendukung yang
mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang.
Pengetahuan pajak adalah kondisi atribusi internal pada variabel penelitian
ini wajib pajak memiliki pengetahuan terhadap pajak dan mengerti adanya
undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak dan dengan

adanya pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Semarang. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai t hitung lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan di peroleh nilai t
hitung sebesar 6,608 lebih besar dari pada t tabel sebesar 1,660. Yang
berarti bahwa sanksi pajak menjadi salah satu faktor pendukung yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Semarang. Sanksi
pajak adalah kondisi atribusi eksternal pada variabel penelitian ini yang
dimana wajib pajak mengetahui adanya sanksi pajak yang diterapkan bagi
yang melanggar kewajibannya yang akan merugikan bagi pihak wajib
pajak, sehingga dengan adanya sanksi tersebut maka wajib pajak enggan

untuk melanggar kewajibannya.

72



5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dikota Semarang, maka peneliti
memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah dan mengembangkan variabel dengan
meneliti variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam
penelitian ini variabelnya masih terbatas hanya pada varia bel pengetahuan pajak,
dan sanksi pajak sehingga menghasilkan R square yang masih relative kecil.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam pengisian kuesioner responden dapat
didampingi secara langsung agar informasi yang diperoleh lebih tepat.

3. Bagi kantor pelayanan pajak diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan
transparasi kepada masyarakat mengenai kepemilikan NPWP dalam bentuk

upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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LAMPIRAN
Lampiran 1.1 Kuesioner Penelitian

Permohonan Pengisian Kuesioner
Para Responden Yang Terhormat,
Assalamualaikum Wr, Wb

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya
sehingga kita senantiasa dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Aamiin.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi
Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya:

Nama : Fatirah Ananda Putri Nurhamnah
NIM 1905046009

Jurusan/Smt  : Akuntansi Syariah / 7

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh
Pengetahuan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Di
Kota Semarang)”.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi
responden dengan mengisi lembar kuisioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf
telah menganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan
penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tingga, sehingga
kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui
pengaruh pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Semarang. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih
jawaban yang memilih jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/lbu/Saudara/i. Atas
kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi pertanyaan dalam penelitian ini
saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamualaikum Wr,Wb.
Hormat Saya

Peneliti

Fatirah Ananda Putri Nurhamnah
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Nama

Nama Usaha

Jenis Kelamin
Kepemilikan NPWP
Usia

Lama Kepemilikan

Jenis Usaha

DESKRIPTIF RESPONDEN

: JPunya [1Tidak

: O< 5Tahun OO 5-10 Tahun [J>10 Tahun

: JUMKM Mikro CJUMKM Kecil CJTUMKM Menengah

PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda denngan

mebubuhkan tanda (v).

Setiap pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban :

4 =  SS(Sangat Setuju)

3 = S (Setuju)

2 = TS (Tidak Setuju)

1 =  STS(Sangat Tidak Setuju)
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DAFTAR PERTANYAAN

Pengetahuan Pajak (X1)

NO Indikator Jawaban Jumlah
3 2
1. Saya mengetahui fungsi pajak yang
dikeluarkan wajib pajak UMKM
2. Saya mengetahui peraturan perpajakan di
indonesia
3. Saya mengetahui ketentuan dan tata cara
perpajakan di indonesia terutama dalam
pembayaran pajak saya selaku pelaku
UMKM yang memiliki NPWP.
4. Saya memahami bagaimana cara
mengisi SPT, menghitung, membayar dan
melaporkan pajak dengan benar
Sumber: N. Kuspratiwi 2017
Sanksi Pajak (X2)
NO Indikator Jawaban Jumlah
3 2
1. | Saya mengetahui adanya sanksi yang
dikenakan UMKM yang tidak membayar
kewajiban pajaknya.
2. | Saya setuju dengan Pengenaan sanksi
pidana diberikan kepada pelanggaran
pajak yang berat .
3. | Saya setuju dengan pengenaan sanksi
administrasi diberikan kepada
pelanggaran pajak yang ringan.
4. | Pengenanaan sanksi pajak merupakan

salah satu sarana mendidik wajib pajak
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3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO Indikator Jawaban Jumlah
3 2
1. | Saya memiliki kesadaran mendaftarkan
diri saya sebagai wajib pajak.
2. | Saya membayar kewajiban pajak saya
dengan tepat waktu.
3. | Saya menghitung dan membayar pajak
terutang atas penghasilan yang diperoleh
wajib pajak sebagai syarat dalam
membayar pajak saya.
4. | Saya melaksanakan pembayaran
tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.
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Lampiran 1.2 Jawaban Responden

1. Variabel X1 (Pengetahuan Pajak)

T.X1

13
13
14
12
12
14
13
14
13
11
11
12
12
11
12
11
14
12
12
14
11
12
12
11
12
12
13
12
10
12
10
11

10
11
14
12

X1.4

X1.3

X1.2

X11

NO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
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12
12
11
12
11
11
11
12
11
12
12
11
12
13
12
12
11
10
12
12
11
11
10
15
12
11
12
12
12
12

11
12
12
11
12
12
11
11
13
12

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78

82



12
14
12
12
10
11
12
12
12

11
11
14
14
14
11
11
14
12
14
12

79
80
81

82

83
84

85

86
87

88
89
90
91

92

93
94

95

96
97
98
99

100

2. Variabel X2 (Sanksi Pajak)

T.X2

13
12
11
12
13
13
11
11
13
11
10
12
13
10
13

X2.4

X2.3

X2.2

X2.1

NO

10
11
12
13

14
15
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14
14
14
13

11
11
11
11
11
10
11
11

11

10
12
13
12
11
12

12
11
10
11
10
10
10
11
10
11
14
11
11
10

10

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56

84



10
10

14

12
10

12
12

11
12
12

11

10
10
12
10
11
10
11

12
11
11

10
12
12
12
12
11
12
11

57

58
59
60
61

62

63
64

65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97

85



12
12
11

98
99

100

3. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

TY

13
13
13
10
11
12
13
13
16
12
10

12
14

14

14
14
14
12

13
12
10
13
14
11
11
10
12
10
10

11

Y.4

Y.3

Y.2

Y.l

NO

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
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11
14
12
10
12
10
12

11
11

12
11
11
11
13
10
11

10
10
11

11

14
10
11
11
10
13

12

11
12
13

10
11
10

35
36
37

38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75

87



12
12
12
10
11
12
10
11
10
11

10
12
13
14
15
10

11
12
13
11

76
77
78
79
80
81

82

83
84

85

86
87

88
89
90
91

92

93
94

95

96
97

98
99

100
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Lampiran 1.3 Hasil Output
1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
pengetahuan pajak 100 9 15 11,83 1,223
sanksi pajak 100 8 14 10,93 1,430
kepatuhan wajib pajak 100 8 16 11,23 1,669
Valid N (listwise) 100

2. Uji Validitas

Variabel Pengetahuan Pajak (X1)
Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TOTAL_X1
X1.1 Pearson Correlation 1 .078 219 216’ .460”
Sig. (2-tailed) 44z .02¢ .031 .000
N 100 100 100 100 100
X1.2 Pearson Correlation .078 1 A77 .107 .545"
Sig. (2-tailed) 44z .078 291 .000
N 100 100 100 100 100
X1.3 Pearson Correlation 219 A77 1 .888" .860"
Sig. (2-tailed) .02¢ .078 .00C .000
N 100 100 100 100 100
X1.4 Pearson Correlation .216° .107 .888" 1 .831"
Sig. (2-tailed) .031 291 .00C .000
N 100 100 100 100 100
TOTAL_X1  Pearson Correlation 460" .545" .860" .831" 1
Sig. (2-tailed) .00C .00C .00C .00C
N 100 100 100 100 100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Variabel Sanksi Pajak (X2)

Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 TOTAL_X2
X2.1 Pearson Correlation 1 238 .295" 3217 .687"
Sig. (2-tailed) .017 .003 .001 .000
N 100 100 100 100 100
X2.2 Pearson Correlation 238 1 2717 .15¢ .697"
Sig. (2-tailed) .017 .00€ 114 .000
N 100 100 100 100 100
X2.3 Pearson Correlation .295” 2717 1 .236' .615"
Sig. (2-tailed) .002 .00€ 018 .000
N 100 100 100 100 100
X2.4 Pearson Correlation 3217 156 236 1 .638"
Sig. (2-tailed) .001 114 .018 .000
N 100 100 100 100 100
TOTAL_X2 Pearson Correlation .687" .697" .615" .638" 1
Sig. (2-tailed) .00C .00C .00C .00C
N 100 100 100 100 100
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**._Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Correlations
Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 TOTAL_Y1
Y1.1 Pearson Correlation 1 .675" .351" -.012 .815"
Sig. (2-tailed) .00C .00C .89¢ .000
N 100 100 100 100 100
Y1.2 Pearson Correlation .675" 1 247 -.161 7217
Sig. (2-tailed) .00C .012 11C .000
N 100 100 100 100 100
Y1.3 Pearson Correlation .351" 24T 1 409" .700"
Sig. (2-tailed) .00C .012 .00C .000
N 100 100 100 100 100
Y1.4 Pearson Correlation -.013 -.161 409" 1 .398"
Sig. (2-tailed) .89¢ .11C .00C .000
N 100 100 100 100 100
TOTAL_Y1  Pearson Correlation .815” 7217 .700" .398" 1
Sig. (2-tailed) .00C .00C .00C .00C
N 100 100 100 100 100

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Reliabilitas
Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems Item-Total Statistics
.806 4 Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if| Corrected ltem- Alpha if ltem
Item Deleted Item Deleted | Total Correlation Deleted
X1.1 10.5500 2.816 .567 .782
X1.2 10.7000 2.515 .601 .767
X1.3 10.5400 2.574 .664 737
X1.4 10.5700 2.369 .661 737
Variabel Sanksi Pajak (X2)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of ltems Item-Total Statistics
.704 4 Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if| Corrected ltem- Alpha if ltem
Item Deleted Item Deleted | Total Correlation Deleted
X2.1 10.5000 2.434 .626 .567
X2.2 10.6300 2.256 .502 .636
X2.3 10.5900 2.325 478 .652
X2.4 10.4000 2.869 .385 .698
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of ltems Item-Total Statistics
.871 4 Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if| Corrected ltem- Alpha if ltem
Item Deleted Item Deleted | Total Correlation Deleted
Y1.1 10.8700 1.912 .817 .802
Y1.2 10.8700 1.831 .802 .804
Y1.3 10.9500 2.088 .622 .875
Y1.4 10.9000 1.869 .679 .858
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4. Uji Asumsi Klaik
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N 100
Normal Parametersa. Mean .0000000
Std. Deviation 1.04388004
Most Extreme Differences Absolute .076
Positive .070
Negative -.076
Test Statistic .076
Asymp. Sig. (2-tailed) .167¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y1
10

Expected Cum Prob

oo 02 04 06 08 1.0

Observed Cum Prob
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25

20

Frequency

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

Histogram

Dependent Variable: Y1

Mean = -1 .32E-15
=0.990

an
Std. Dev. =
N =10

-3 -2 -1 0 1 2 3

Regression Standardized Residual

Uji Multikoleniaritas

Coefficients?

Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t  Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 1.236 1.068 -1.157 .250
Variabel 1 .506 .105 .371 4.814 .000 .681 1.468
Variabel 2 .593 .090 .508 6.608 .000 .681 1.468

a. Dependent Variable: Y1

Uji Heteroskedastisitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y1
10

04

Expected Cum Prob

02

Observed Cum Prob
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Scatterplot
Dependent Variable: Y1

E , b : o ‘ . T .
2 : i ‘
Regression Standardized Predicted Value
5. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.236 1.068 -1.157 .250
Variabel 1 .506 .105 371 4.814 .000
Variabel 2 .593 .090 .508 6.608 .000
a. Dependent Variable: Y1
Y=o+ BIX1+B2X2 +¢
Simultan (UJI F)
ANOVA?
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 167.831 2 83.91€ 75.453 .000p
Residual 107.879 97 1.112
Total 275.710 99

a. Dependent Variable: Y1
b. Predictors: (Constant), Variabel 2, Variabel 1
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Uji Parsial (Uji T)

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.236 1.068 -1.157 .250
Variabel 1 .506 .105 371 4.814 .000
Variabel 2 .593 .090 .509 6.608 .000

a. Dependent Variable: Y1

Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary®
Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate
1 .7802 .60¢ .601 1.05¢

a. Predictors: (Constant), Variabel 2, Variabel 1

b. Dependent Variable: Y1
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